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Skripsi ini kupersembahkan untuk 

• Ayah dan ibuku yang selalu memberikan doa, membimbingku dan 

memahami sifatku. 

• Kakakku yang selalu memberikan dorongan, nasehat maupun membantu 
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Motto 

Minta tolonglah kepada Allah dengan bersikap sabar dan 

mengerjakan shalat. Sesungguhnya shalat itu amat berat dirasakan kecuali bagi 

orang - orang yang khusyuk (AI - Baqarah: 45) 

Sesunguhnya orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya 

mereka pada titik keberhasilan saat memutuskan untuk menyerah 

(Thomas Edison) 

Aku cob a pahami bahwa tidak semua yang aku harapkan 

akan menjadi kenyataan kadang Tuhan membelokkan rencanakau. Tetapi aku 

tahu bahwa itu lebih baik dari yang kurencanakan 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah - Nya, sehingga skripsi dapat selesai sesuai dengan rencana. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi sebagaian persyaratan memperoleh Sarjana Hukum. 

Skripsi ini mengulas berbagai permasalahan kewarganegaraan yang 

seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Status kewarganegaraah . 

tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, khususnya yang telah lama 

tinggal di wilayah Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum mengenai 

statusnya apakah orang asing ataukah sebagai WNI terutama dalam melakukan 

kegiatan - kegiatan ada hubungannya dengan instansi publik maupun swasta 

selalu terdapat rintangan. Karena itu, Penulis menyadari betapa pentingnya 

status kewarganegaraan hagi seseorang belum memilikinya. 

Penulis memahami, segal a apa yang ada dalam penulisan ini masih jauh 

dari harapan kesempurnaan. Hal itu disebabkan pengetahuan dan ilmu yang 

dimiliki oleh sangat terbatas. Oleh karenanya, dengan hati terbuka, penulis 

mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki penulisan selanjutnya. 

Pemilis berharap semoga skripsi dapat bermanfaat, meskipun hanya setitik 

nilainya. 

Untuk terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah 

membantu kelancaran pengerjaan skripsi ini : 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan. 

Kemajuan olahraga bulu tangkis di negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun 

Inl menunjukkkan hal yang positif dimana telah membuat pihak international iri 

khususnya wilayah negara Eropa terhadap kebangkitan negara yang sedang 

berkembang tersebut. Proses perkembangan lalu lintas masyarakat nasional antara 

satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan suatu perubahan tatanan kehidupan 

masyarakat nasional pada khususnya dan masyarakat international pada umurnnya. 

Hal ini dapat diperhatikan baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat 

international, yaitu masuknya warga negara ke dalam suatu wilayah negara lain demi 

untuk menentukan nasibnya sendiri . 

Suatu organisasi negara meliputi kelompok manusia yang berada di dalam 

wewenangnya. Kelompok tersebut dapat dibedakan antara warga negara dengan 

bukan warga ncgara ( orang asing ). Warga negara adalah pendukung negara, 

merupakan landasan bagi adanya negara. Warga negara merupakan salah satu unsur 

mutlak bagi adanya negara, unsur lain adalah pemerintah yang berdaulat dan wilayah 

neMrtt.1 fidak1ah mungkin sl1atll neg.ara dapat berdiri ianpa adtlrlya warga negara. 

Hal irli secarC} jelas dikemukakan dalaM pasal 1 MdHtevHleo Corlvention 1933: On the 

Rights al1t1 Dttlie.~ o.fSrates. yang blHbUnyi. 

I " Harsono.S.H. Hukum Tata Negara, 1>erkembangan PengatUtAn Kewarganegaraan, 
Cet.Pertama, Liberty, JOb'Yakarta, 1992, hal. 1-2. 
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The state as a person of international law should posses the following qualifications: 
a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into 
relations with other states. 

Negara sebagai subjek hukum international harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: rakyat yang pt:nnanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk 
terjun ke dalam hubungan dengan negara - negara lain. 

Masing - masing negara berhak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi 

warga negaranya. Dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak · ada 

pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus tetap menghormati prinsip -prinsip 

umum hukum interrnational. Sudargo Gautama ( 1975:6) memberi beberapa contoh 

sebagai berikut: 

a. Kurang masuk aka I jika Indonesia menetapkan bahwa setiap orang Eskimo di 

Kutub Utara adalah warga negara Indonesia. 

b. Penetapan kewarganegaraan atas dasar agama, semata - mata ataupun kesamaan 

bahasa atau warna kulit, juga bertentangan dengan prinsip hukum international 

seperti termaksud di atas. 2 

Sebagaimana diketahui, baik dari media cetak maupun media elektronik 

mengenai penduduk yang belum mendapatkan status WNI telah hijrah ke dalam suatu 

wi1ayah hegata lain khususnya berasal dari olah raga bulu tangkis dan telah 

ri1eilib£1wa hjhith rialtia l:Jfii1g~a baik dalam event nasional maupun jenjang yang lebih 

terhottnat ydifU evertt interrl<1tional. Salah satu hal yang melatar belakangi banyaknya 

2 Kdtrniatnlanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, 
Cet.Kedua, PI. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h.al. 1-2. 
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atlet bulu tangkis yang meninggalkan negaranya ke negara lain ( Singapura, 

Hongkong ataupun Taiwan) contohnya Ronald Susilo, Flandy Setiawan dan Agus 

Haryanto diakibatkan ketidak jelasan mengenai status kewarganegaraannya, apakah 

masih menjadi warga negara asing atau warga negara Indonesia.3 Sesuai dengan 

berita terbaru bahwa Hendrawan, atlet bulu tangkis yang telah membawa piala 

Thomas dan mampu memperoleh medali perak di Olimpiade Sidney dua tahun lalu, 

merasa bimbang terhadap status kewarganegaraannya terutama kepada pemerintah 

Indonesia yang mempersulit dalam mempcroleh status tersebut. 

Kesulitan dialami nya ketika ia mengajukan pemlohonan SBKRl ke Pengadilan 

Cibinong karena domisili Hendrawan di dacrah Perumahan Bukit Sentul , Cibinong 

pada tanggal 26 November 2001 dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang -

undangan yang berlaku berupa persyaratan antara lain berkas surat nikah, Kartu 

Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan bukti WNI Orang Tua dari Hendrawan 

tersebut.4 

Hendrawan mengajukan permohonan SBKRI mulai dari pemerintahan yang 

dipimpin oleh KH. Abdurrahrnan Wahid sampai awal pemerintahan Megawati hingga 

bulan April tahun 2002 belwu diberikan status warga negara Indonesia dengan alasan 

Pengadilan setempat menjelaskan belum lengkapnya bukti pencabutan dokwnen 

asing atas nama Yap Tjak Soei ( Ayah Hendrawan ) tersebut, bila dilihat dari latar 

belakangnya ia lahir di wilayah Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Juni 1972 (31 

] Allet 8uku TlIngkis Eksodus ke Wilaynh Neglll"ll Lain, Jawa Pos, 20 April 2001, ha1.1 . 
<I Instllnsi J»clllcrilltllh- SwlIstll Sdlliu TllllYll SUKIU, JaWll Pus, 28 Mci 2002, hut. 15·16. 
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Tahun ) di daerah Mulang, Jawa Timur, dan lahir dari orang tuanya yang berstatus 

WN I yang bcrnama Sugianto utau Tjak Soei secara otomatis Hendrawan beserta . 

keluarganya berstatus WNI diperkuat VU No 62 tahun 1958 pasal 1 huruf b 

dinyatakan bahwa, 

" Orang yang pada waktu lahimya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan 
dengan ayahnya, seorang Warganegara Republik Indonesia dengan pengertian bahwa 
kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum 

kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan 
sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah.18 

tahun " . 

Oampak tidak dikeluarkannya status warga negara Indonesia melalui SBKRI 

tersebut maka keberadaan Hendrawan dalam mengurus segala sesuatu dihampir 

seluruh institusi pemerintah ( pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Paspor, izin usaha, 

surat kematian, keterangan masuk sekolah dan lain -lain ) mauplm dalam swasta 

meliputi khususnya mengurus segala sesuatu dengan dunia bisnis, perdagangan, dan 

urusan mengenai Perbankan masih meragukan kewarganegaraan Indonesianya hanya 

dengan menyodorkan KTP. 5 

Bahwa berdasarkan ilusrtnlsi diatas hak seseorang untuk rrtemperoleh status 

kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia, hal ini diperkuat dalam beberapa 

ketentuan antara lain meliputi : 

• Juga telah diatur dalam Universal Dec/eration of Human Rights ( Pemyataan 

Umum tentang Hak - Hak Asasi Manusia ) terutama dari pasal 15 (1) " Setiap 

orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan " dan ayat (2) " Tidak ~eorang pun 
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dengan semena - mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya 

untuk mengganti kewarganegaraan ". 

• Pengaturan covenan international hak - hak sipil dan politik yang didalam pasal 

24" Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaran ". 

Selain dari ketentuan diatas maka juga di dalam peraturan hukum positif yang 

berlaku di Indonesia mengatur mengenai masalah tersebut diatas, khususnya terdiri 

atas: 

.:. Hal itu terdapat dalam Undang - Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) diatur dalam 

pasal 28 D ayat (4) Amandemen Kedua " Setiap orang berhak atas status 

kewarganegaraan " . 

• :. Dan juga telah dibatasi dengan ketentuan yang mengatur hak asasi manusia yaitu 

Undang - Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun ] 999 terutama mengenai 

hak kebebebasan pribadi pada pasal 26 (1) " Setiap orang berhak memiliki, 

memperoleh, mengganti , atau mempertahankan status kewarganegaraan " . dan 

ayat (2) " Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi 

berhak menikmati hak hak yang bersumber dan melekat pada 

kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan " . 

Menurut Dr. Albert Hasibuan menjelaskan bahwa hak asasi manusia mengharap 

segal a bentuk tindakan berbeda yang didasarkan kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan ras dan agama yang dianut. Sikap diskriminasi berdasarkan etnis 

S Kisah Hendrawan dan Saling-silang Status WNI, Jawa Pos, 29 Mei 2003, hal.lS-16 , 
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bertentangan pnnslp persamaan dimuka umum pasal 28 D ayat (l) UUD 1945 

Amandemen Kedua bahwa : 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukurn 
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ". 

Tindakan yang berupa diskriminasi etnis berdasarkan ras tersebut tidak terlepas 

dari kebijakaan perolehan kewarganegaraan telah diterapkan pada Zaman Orba pada 

pemerintahan Suharto yang terlalu menekan keberadaan dari kelompok tertentu. 6 

Pada Orde baru, saat itu pemerintah sangat membatasi kebebasan masyarakat etnis 

minoritas untuk melakukan segala hal layaknya warga negara biasa. Hak berpolitik 

minoritas dipangkas, kebebasan untuk mempraktekan kultur atau agamanya juga 

dibatasi. Keadaan ini diperpanjang oleh propaganda dan stereotip sosial politik yang 

diterapkan rezim berkuasa bahwa minoritas merupakan golongan yang merugikan 

bangsa. Walaupun setelah refonnasi praktek tersebut belum hilang tetapi pemerintah 

pada zaman Bacharuddin Jusuf Habibie telah menghapuskan kewajiban SBKRI 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ketentuan 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan 

Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 namun diberbagai 

dalam instansi pemerintah SBKRI merupakan persyaratan yang masih diwajibkan. 

Bahwa kepastian arti dari suatu kewarganegaran yaitu adanya perlindungan 

hukum oleh pemerintah Indonesia untuk selalu memberikan perlindungan kepada 

warga negaranya dimana orang itu berada baik di dalam maupun di Iuar negeri 
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temyata tidak dilakukan oleh Negara sebagairnana rnestinya. Selain itu kejelasan 

status kewarganegaraan juga untuk rnenghindari kewarganegaraan ganda terutarna 

dalam hal melakukan pernikahan, pernalsuan paspor agar dapat melakukan keglatan 

terutarna didalarn neBeri khususnya terkait dengan rnasalah terorisme. Maka dari itu 

diperlukan kewenangan negara untuk memberi kepastian hukum terhadap penduduk 

yang statusnya belurn WNI karena masih dianggap atau diperlakukan sebagai orang 

asing di wilayah Indonesia juga akan mengakibatkan hubungan dengan negara 

terbatas. 

Penduduk yang diberi kejelasan tentang status WNI akan rnenirnbulkan 

hubungan dengan negara tidak terputus kecuali tidak lagi menjadi warga negara, 

terlihat jelas diatur hubungannya dalarn UUD 1945 mengenai hak seseorang atas 

pengaturan pekerjaan, hidup, sosial, budaya, pendidikan, hankamnas ( ikut bela 

negara ), status kewarganegaraan dan kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan 

keyakinannya. Sehingga seandainya negara tidak dapat rnemenuhinya maka dianggap 

telah melanggar hak asasi manusia. 

Dalam kaitannya dengan kewenangan negara terhadap penduduk yang belum 

mempunyai status WNI yaitu sebelum berlakunya UU Nomor 62 Tahun 1958, 

masalah tersebut dapat teratasi secara baik dengan berdasarkan Undang - undang 3 

Tahun 1946 melalui naturalisasi adalah mereka yang merupakan warga negara 

Indonesia by registratioll, mereka adalah lohana Jordan berdasarkan Undang -

undang Nomor 4 Tahun 1947 tanggal 12 Februari 1947, Salim Basjir berdasarkan 

6 SBKRllanggar UUO 1945, Jawa Pos, 19 Mei 2003, hal.6. 
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Undang - undang Nomor 5 Tahun 1947 tangg~l 12 Febniari 1947, Frans Matheas 

Hesse berdasarkan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1947 tanggal 12 Mei 1947, 

maka dengan Undang - undang itulah yang merupakan surat bukti kewarganegaraan 

Indonesia serta didalam wilayah Indonesia mereka adalah warga negara yang berhak 

dilindungi kepentingannya. 7 

Rumusan masalah : 

1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor : M.OI-UM.09. 03-80, Nomor 42 tahun 1980 terhadap UU No. 62 

tahun 1958 mengenai pemberian status kewarganegaraan ? 

2. Bagaimana status Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor : M.OI-UM.09. 03-80, Nomor 42 tahun 1980 setelah dicabut oleh 

Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 ? 

1.2. Penjelasan judul. 

Dalam membahas beberapa permasalahan yuridis tersebut diatas, maka judul 

skripsi yang saya bahas yaitu Pemberian status kewarganegaraan terhadap 

penduduk yang belum WNI ( Studi Kasus : Hendrawan, atlet bulu tangkis ). 

Pengertian yang terkandung di dalam skripsi ini adalah : 

Wewenang mempunyai arti suatu kekuasaan yang diatur dengan undang -

undang. Menurut Philipus M. Hadjon, " " ., istilah kewenangan atau wewenang 

7 Ibid, haL 98-99 . 
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seharusnya digunakan selalu digunakan di dalam konsep hukurn publik.
8 

Kewenangan negara berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, yang dengan 

suatu negara dapat menuntut agar hak warga negaranya dihormati, baik mereka itu 

berada di dalam wilayah negaranya ataupun berada di luar negeri. 

Pengertian negara dipengaruhi beberapa pendapat antara lain sebagai berikut : 

• Woodrow Wilson bahwa negara adalah masyarakat yang diorganisir untuk hukum 

di dalam suatu wilayah tertentu . 

• R. M. Mac Iver, negara adalah assosiasi yang menyelenggarakan penertiban di 

dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum 

yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang maksud tertentu diberi 

kekuasaan memaksa. 

• Logeman, menjelaskan negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang 

bertujuan untuk dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus satu masyarakat 

tertentu. 

• Bellefroid menyatakan negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara kekal 

menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekua~aan 

tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.9 

Dari pendapat tokoh di atas dapat menyimpulkan bahwa negara seb$:t s~ 

satu bentuk assosiasi kehidupan masyarakat dewasa ini dipandang suatu organisasi 

8 Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. Yuridika no 5 & 6 tahun XlI, Sep - Des, 1997, hal. 
1. 

9 Drs. Rozikin Daman. Hukum Tata Negara ( Suatu Pengantar ). Cetakan Kesatu, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1993, ha1.3-5 . 
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yang paling penting, juga mempunyai spesifikasi tersendiri, sebab negara merupakan 

organisasi terti nggi , paling luas dan kuat jangkauannya kekuasaannya dalam 

mencakup kehidupan warganya, sehingga mempunyai kekuasaan memaksa ( day a 

paksa ) yang lebih kuat. 

Sedangkan mengenai pengertian kewarganegaraan harus dilihat dari dua aspek 

yaitu : 

• Aspek yuridis, kewarganegaraan adalah merupakan suatu status kenegaraan, suatu 

kompleks hak dan kewajiban, khususnya di bidang hukum publik, yang dimiliki 

oleh warga negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Sebagai contoh hak 

warga negara adalah hak pilih aktif dan pasif juga mengenai kewajiban warga 

negara ialah wajib militer agar turut serta mempertahankan negara terhadap 

serangan. 

• Aspek sosial budaya, kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa 

tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat satu dengan yang lainnya karena 

kesatuan bangsa, kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya. 10 

Sedangkan pengertian penduduk negara adalah penduduk sesuatu negara, yaitu 

semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap dalarn) 

wilayah negara tertentu. Mereka bersama - sarna secara sosiologis lazim disebut 

rakyat dan umumnya merupakan warga negara dari negara tertentu. Sebab dilihat dari 

segi hukum, rakyat adalah warga negara suatu negara. Warga negara merupakan 

10 H.Abu Bakar Busro, S.H., Abu Daud Busroh, S.H. Hukum Tata Negara.Cet. Pertama, GIJalia 
Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 169- 170. 
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individu mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu. Dengan demikian 

penduduk atau rakyat dapat dikatakan sebagai unsur negara juga hams dimaksudkan 

layaknya warga negara, yang dibedakan dengan orang asing. Ketentuan itu diperkuat 

oleh pasal 26 (2) LJUO 1945 Amandemen Kedua bahwa, 

" Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia " 

Maka dari itu wewenang negara sangat dibutuhkan dikarenakan status 

kewarganegaraan merupakan hak setiap orang berhak untuk memperoIeh status 

tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap penduduk yang belum WNI 

dalam mengurus segala sesuatu yang ada hubungannya dengan negara baik untuk 

hubungan publik ( lIfliSan Kartu Tanda Pendlldllk, Paspof ) mauplin swasta ( 

mengenai bisnis dan perdagangan ). 

Keberadaan tentang perolehan kewarganegaraan berkaitan erat dengan masalah 

hak asasi manusia sesuai dengan pasal 280 UUO 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000 

" Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan ", maka dalam ini negara dapat 

dituntut untuk dapat berperan serta melalui cara - cara yang sesuai dengan peraturan 

perundang - undangan yaitu Undang - undang 62 tahun 1958 telah menganut asas 

sanguinis bahwa anak yang lahir di Indonesia secara otomatis mendapatkan SBKRI ( 

Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) dan juga dapat dibatasi melalui adanya 

pewarganegaraan luar biasa sesuai pasal 6 Undang - undang 62 tahun 1958 

menjelaskan bahwa " Pewarganegaraan Juga dapat diberikan dengan alasan 

kepentlhgali f\egara atau telah berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan 
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persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat . Dalam hal ini dari ketentuan - ketentuan 

pasal 5 hanya berlaku ketentuan - ketentuan ayat (I), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) " . 

Studi kasus : Hendrawan adalah merupakan salah satu contoh kasus diskriminatif 

terhadap penduduk dalam memperoleh status kewarganegaraan oleh negara. 

1.3. Alasan pemilihan judul. 

Bahwa sesuai dengan tujuan negara Indonesia menurut Alinea IV Pembukaan 

UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial . Amanat itulah yang menunjukkan bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ada serta berdiri demi warga negara 1ndonesia. 

Hendrawan merupakan penduduk yang belum mempunyal status 

kewarganegaraan agar menjadi warga negara Indonesia sesuai pasal 28D ayat 4 UUD 

1945 Perubahan Kedua Tahun 2000 " Setiap ()rang berhak atas status 

kewarganegaraan " supaya dalam melakukan kegiatan sehari - hari tanpa adanya 

upaya diskriminasi oleh negara. Terlebih lagi kepada Hendrawan masih dianggap 

sebagai orang asing, bila dihhat dari Iatar be\akangnya bahwa Hendrawan Iahir di 

Indonesia dan menetap selama jangka waktu yang lama melebihi 5 (lima) Tahun 

berturut - turut sesuai dengan ketentuan pasal 14 (1), (4) UU Nomor 3 Tahun 1946 

tentang Warga Negara serta Penduduk Negara menjelaskan khusus ayat (1) bahwa 

Penduduk Negara Indonesia ialah tiap - tiap orang yang bertempat kedudukan di 

dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun juga ayat (4) menyebutkan bilamana 
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anak itu sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka ia tetap menjadi 

Penduduk Negara Indonesia, jika ia bertempat tinggal di daerah Negara Indonesia. 

Apabila Hendrawan berada diluar negeri contohnya, membela negara Indonesia 

dipentas international maka ia tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara 

dikarenakan tidak mempunyai status warga negara Indonesia berupa SBKRI (Surat 

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia). 

Sebagaimana diketahui , sesuai Pancasila, Pembukaan, dan Batang Tubuh UUD 

1945 serta Garis - Garis Besar Haluan Negara bahwa pemerintah mempunyai hak 

maupun kewajiban sesuai khuslisnya dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap penduduk terutama untuk memperoleh status dari WNA menjadi Warga 

Negara Indonesia dikarenakan berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai negara 

yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dcngan tclah adanya peraturan perundang 

- undangan yang melandasinya yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 juga telah diaturnya 

dalam Universal Decleration Of Human Rights maka merupakan wewenang negara 

dalam memberikan kepastian hukum dengan memberikan kewarganegaraan terhadap 

Hendrawan kapasitas sebagai penduduk. 

Dengan adanya kenyataan ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul Pcmbcrian status kcwargancgaran tcrhadap pcnduduk yang bclum WNI ( 

Studi kasus : Hendrawan, atlet bulutangkis ). 

lA. Tujuan Penulisan. 

Dalam pcnulisan skrpsi ini terdapat 2 ( dua ) tujuan antara lain tujuan yang 

bersirat akademis dan tujuan yang bersifat praktis. 
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Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir 

dan guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 

Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara ilmiah 

dalam menggadakan penelitian terhadap objek penulisan sehingga dapat melatih dan 

mengembangkan dirt untuk berfikir secara kritis juga analistis dalam mengahadapi 

permasalahan guna memperoleh suatu kajian yang mernyangkut masalah wewenang 

negara dalam memberikan kewarganegaraan terhadap penduduk yang statusnya 

belum WNT. Pengkajian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, memperdalam dan memperluas pengetahuan serta wawasan dala."11 

pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum kewarganegaraan. 

Dengan demilkian dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun pembaca, 

sehingga mungkin dapat menjadi suatu acuan bagi pembaca skripsi ini . 

1.5. Metodologi. 

1.5.1 Pendekatan Masalah. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan skripsi, yaitu metode 

yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum 

berdasarkan studi kepustakaan maupun peraturan perundang - undangan, tetapi 

disamping itu juga berusaha menelaah kaidah - kaidah hukwn yang berlaku dalam 

masyarakat. II 

II Ronny Hanttijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, CetA, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 106. 
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Permasalahan dalam skripsi ini diselesaikan dengan melalui pendekatan studi 

kasus (Case Study) yaitu dengan menganalisa suatu peristiwa atau kejadian sedang 

terjadi berkaitan secara langsung mengenai masalah supaya dipecahkan untuk dapat 

memperoleh hasil semaksimal mungkin serta berdasarkan as as - asas, norma dan 

aturan - aturan hukum dalam hukum nasional yang berlaku dan berhubungan dengan 

problematika yang akan saya angkat dalam penulisan sripsi ini. 

I.5 .2 Sumber Bahan Hukum . 

Surnber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan 

skripsi ini meliputi : 

- Bahan hukwn primer, 

adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang - undangan yang 

dapat digunakan dalam penulisan sri psi ini, an tara lain sebagai berikut : 

~ UUD 1945. 

Y Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan 

Penduduk Negara. 

).- UUDS 1950 

~ UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

, Resolusi sidang umurn nomor 1904 tertanggal 20 November 1963. 

).- Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok 

yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing 

~ Peraturan Menteri Kehakiman No.3/41l2 tahun 1978 Tentang Surat Bukti 

Kewarganegaraan Indonesia. 
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~ Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/3/13 Tahun 1978 tentang 

pelaksanaan Menteri Kehakiman No. J B 3/4/12 Tanggal 14 Maret 1978. 

~ Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: M.OI-UM.09. 03-80, Nomor : 42 tahun 1980 tanggallO Maret 1980 

tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI. 

~ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomort : M.02-HL.04.01 

Tahun 1992 tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik 

Indonesia Anak - Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan 

Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Indonesia. 

~ Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 merupakan pengganti KepulUsan 

Presiden No. ] 3 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penye1esaian Permohonan 

Pewarganegaraan Republik Indonesia. 

~ Dek1arasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia. 

~ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

, Konvenan International tentang Hak - Hak Sipil dan Politik. 

~ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ketentuan 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenm Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 

Tahun ]998. 

bahan hukum sekunder, 
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Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 

mampu mcnye lesaikan masalah, membantu menganalisis serta memahami bahan 

hukum primer antara lain : 

• Literature. 

• Tulisan llmiah. 

• Media cetak / media ~lektronik. 

1.5 .3. ProsedurPengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum. 

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah melalui studi 

kepustakaan dengan mengambil bahan - bahan hukum yang ada kaitannya dengan 

pembahasan masalah. Disamping itu pengumpuJan bah an hukum dalam penulisan 

skripsi ini berdasarkan dengan studi kasus (Case Approach) yang diperoleh kemudian 

dipeJajari , diolah dan diterapkan pada perrnasalahan yang diangkat dalam penulisan 

skripsi ini . 

1.5.4 Analisa Bahan Hukum. 

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan analisa 

tersebut, langkah - langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah - langkah berfikir 

secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah - masalah yang 

dijadikan titik pangkal penelitian dan penulisan. 12 Sehingga menghasilkan uraian 

yang bersifat deskriptif anal isis. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 

yang yang seteliti mungkin mengenai keadaan, gejala - gejala / peristiwa lainnya 

12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Cet.l , Bina lImu, 
1987, h.30. 
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yang sedang terjadi . Maksudnya didalam memperkuat teori yang lama atau menyusun 

teori baru.13 Teori yang lama yang dimaksud dapat terkait dengan teori pertanggung 

jawaban. Bahan hukum yang diperoleh dapat dianalisis secara yiridis dengan bcrtolak 

pada pendapat hukum tata negara, yang mungkin reI evan dengan permasahan yang 

ada. 

1.5.5. Pertanggung Jawaban Sistematika. 

Dalam membahas dengan menganalisa berbagai permasalahan, maka .akan 

diuraikan beberapa bab yang merupakan inti pokok dari penulisan skripsi dengan 

sistematik sebagai berikut : 

BAB 1. Penulis mulai dari bab pemdahuluan menggambarkan secara mnum 

pem1asalahan hingga menuju kepada pokok permasaiahan yang hendak dikaji , 

disamping berbagai persoalan yang terkait dengan pokok permasalahan yang 

diurakan dalam sub bab alasan pemilihan judul. 

BAB II. Penulis menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap seseorang untuk 

memperoleh status kewarganegaraan, hal ini menyangkut individu mempunyai hak 

yang sarna terutama masalah tersebut diatas dan disini negara dituntut rnernberikan 

kesempatan secara layak dihadapan hukum dikarenakan berkaitan dengan HAM dan 

kedudukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 

M.01-UM.09. 03-80, Nomor : 42 tahun 1980 terhadap UU No. 62 Tahun 1958 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

13 Soe~ono Soekanto, Pengantar PenelitialJ Hukum, Cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta, 
1986, hal.l O. 
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BAB Ill. Merupakan pokok permasalahan dan pemecahan problematika 

permasalahan yang merupakan inti sari dari penulisan skripsi, yakni mengenai status 

Surat Keputusan Menteri Kehakiman DAN Menteri Dalam Negeri Nomor : M.Ol­

UM.09. 03-80, Nomor : 42 tahun 1980 setelah dicabut oleh Keputusan Presiden No. 

56 Tahun 1996. 

Bab IV. Merupakan penutup, sebagaimana dalam penulisan ilmiah, diperlukan 

adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat diambil setelah mengkaji dan 

membahas semua permasalahan yang ada, kemudian dapat dikemukakan saran -

saran yang mungkin dapat dianggap sebagai solusi yang terbaik untuk mengatasi 

masalah yang ada. 
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KEDUDUKAN SURA T KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN 

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : M.OI-UM.09. 03-80, NOMOR 42 

TAHlJN 1980 TERHADAP UU NO. 62 TAHUN 1958 MENGENAI 

PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN 

11.1. Pengertian Hak. 

Menurut John Locke yang menganut teori Perjanjian Masyarakat 

mengemukakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah adalah hidup bebas dan 

sederajat, yang hidup rukun dan tentram, sesuai dengan hukurn akal ( law of reason) 

mengajarkan antara lain menunjukkan manusia tidak boleh mengganggu hidup, 

kesehatan, kebebasan dan milik dari sesamanya.14 

Dalam keadaan alamiah tersebut individu dengan individu lain menggadakan 

suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu negara. Individu menyerahkan 

segaia hak-haknya kecuali empat hak - hak asasi yang berupa : hak hidup, kesehatan, 

kebebasan dan hak milik. Negara ada demi warga negara sehingga hams dapat 

menjamin pelaksanaan hak - hak asasi tersebut. 

Pengertian hak disini mempakan satu aspek dan satu kesatuan, malah intef,Jral 

dari hukum. Hukum tanpa adanya hak ( wewenang ) bukan lagi merupakan hukulll , 

14 Samidjo, Umu Negara, Armico, Bandung, 1986, hal. 89. 
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mungkin sekedar kebiasaan sehari - hari yang tidak mempunyal " ikatan ". Hak 

dalam arti rights dalam bahasa Inggris mempunyai kaitan dengan : 

a) Rights as opposed to wrong. 

b) Rights as correlat ive to duly. 

Disini nampak bahwa, hak / wewenang selalu diartikan dengan perbuatan / 

tingkah laku yang benar dan bukan sebaliknya, demikian juga hubungan antara hak 

dan kewajiban sangat erat. Kaitannya dengan hukum, maka hak yang dimiliki / 

diberikan oleh hukum adalah hak untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang 

ada yang diberikan kepadanya, bukan hak untuk menyeleweng dan menyalahgunakan 

privelleges yang ada." Rights is something which squares with the rule or nirm, as a 

right line or a right angle ".15 

Dalam istilah hukum (law) senng Juga disebut rights, antara kedua istilah 

tersebut saling melengkapi . " Rights is why law itself is sometimes called right, a 

usage common in other languages but infrequent in English. Since all right comes 

from law, right are called natural or positive, divine human, ecciesiastial or civil, 

according to the kind of law thaI confers the right" .16 

Kemudian arti hak itu sendiri telah lama menjadi salah satu bahan perdebatan, 

baik oleh kalangan filsuf hukum maupun politik. Makin rumit lagi dengan adanya 

berbagai pengertian hak (right, Inggris dan recht, Belanda) adalah kebebasan untuk 

IS Prof. H.A Masyhur Effendi, S.H. M.S. Dillamika Hak Asasi Mallusia dalam Perspektif 
Nasional dan International, cet.l, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 124~ 

16 Ibid, hal. 124. 
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berbuat sesuatu menurut hukum.17 Sedangkan dilihat dari Black Law Dictionary 

menjelaskan bahwa Right" As a noun and taken in a abstract sense, means justice, 

ethical correctness, or consonace with rules of law or the principles of morals. In the 

their signification it answer to the meaning (~lthe [,atin "jus ", and serve to indicate 

law in the abstract, considerend as the foundation of all right, or the complex of 

underlying moral principles whish impact the character of justice to. all postive law, 

or give it an ethical content. As a noun and taken in a concrete sense, a power, 

privilege, faculty, or demand is the one person and incident upon another. Right 

defined generuls us .. power .. (~ffree action, and the primat right pertaining to men 

are enjoyed by human being purely as such, being their recognition by positive law. 

But leaving the abstract moral sphere, and giving to the term a juristic content a II 

right II is well defined as a " capacity residing in one am of controlling with assent 

and assistance of the state, the actions of others" 

Tidaklah maksud di sini untuk ikut melibatkan din dalam perdebatan tersebut di 

atas, tapi hanya sekedar mengungkapkan bahwa hal itu dipermasalahkan. Dalam 

tulisan ini pengertian hak (right) tidak juga didefnisikan , tetapi suatu inti yang 

terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (claim), sehingga berbicara 

tentang hak kita membayangkan bahwa di dalamnya ada suatu "claim" dan dalam 

kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu, "claim" 

dari rakyat: dan dalam hal ini Louis Henkin dalam tulisannya berj udul, 

17 Yan PramudyaPuspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, cet ke-1, CV. Aneka, Semarang, 1997, 
ha1410. 
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The RighI of Man Today, mengatakan : 

... .... Human rihghts are claims asserted recognized" as of right ", not claims 

UjJOII/uve, ur groce, (}r hrolher//()ud ur charilY: ol/e dues nut have tu earn ur deserl'e 

them. 'l'l1eY are not merely aspirations or moral assertions hut, increasingly, legal 

claims under some applicable law. (... hak - hak asasi manusia adalah tuntutan -

tuntl,ltan yang dipertahankan yang dikenal " sebagai hak ", bukan tuntutan atas cinta, 

atau rahmat, atau persaudaraan, atau cinta - kasih : orang tidak harus mendapat atau 

menerimanya. Tuntutan - tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau 

pernyataan - pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan - tuntutan hukum 

berdasarkan hukum tertentu yang diterapkan). 18 

Sehingga semakin jelas, bahwa hak merupakan tuntutan hukum dari seseorang 

atau individu, agar menentukan pili han sesuai kehendaknya berdasarkan aturan -

aturan hukum berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku dan 

menimbulkan ikatan hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari 

Ncgara. Tenlang kasus llendrawan menginginkan hak mendapatkan kejelasan WNI, 

tetapi tidak memperolehnya secara langsung dan hal itu, bila dilihat mengenai 

perlunya status kewarganegaraan terkait dengan perlindungan warga negara tersebut 

telah dicantumkan dalam pasal II Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun 1958 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa " Dalam 

pengertian kewarganegaraan tennasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu Negara ". 

18 Dr. Philipus M. Hadjon, S.H, Perlilldungan Hukum 8agi Rakyat di Indonesia, cet ke-l, PT. 
Bina llmu, Jakarta, 1987, hal 39-40. 
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Hal itu menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyal 

kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik berada eli dalam negeri maupun 

di luar negeri . 

Oleh karena itu ketentuan peraturan tersebut maka dijelaskan bahwa elimaksud 

Kewarganegaraan ialah " segala jenis hubungan dengan suatu negara yang 

mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang 

bersangkutan " . 19 

Dengan begitu, betapa pentingnya status tersebut dikarenakan apabila seseorang 

tidak mempunyai kewarganegaraan yang sesuai atas pilihannya, maka segala kegiatan 

- kegiatan dilakukan sehari - hari jarang atau sulit untuk mendapatkan perlindungan 

hukum secara langsung oleh Negara baik berada di luar negeri maupun di dalam 

negen. 

Dari sini dapat disimpulkan secara jelas bahwa kewarganegaraan merupakan hak 

yang sangat perlu dimiliki oleh setiap individu mauplln seseorang dan berlaku untuk 

semua lapisan rakyat secara umwn tanpa adanya batasan ataupun diskriminasi etnis, 

dan selain itu kewarganegaraan akan pula menimbulkan ikatan hukum yang sangat 

erat sekali, dikarenakan mempunyai kaitan dalam hal pemberian perlindungan hukum 

bagi rakyat oleh Negara agar dapat tercipta suatll masyarakat adiI, makmur dan 

sejahtera. 

19 Prof MR. DR. Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing, eel. ke- 6, PT. Alumni, 
Bandung, 1997, hal. 9. 
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11.2 . Implcmentasi lIak. 

IL2.a. Instrumen Hukum International . 

Konsep hak asasi manusia hakikatnya merupakan suatu konsep tertib dunia, 

tanpa mernperhatikannyanya biasa disebut ketertiban dunia menjadi sia - sia, tujuan 

hukum, tata hukum, beserta ilmu sosial dan Ilmu Pengetahuan Tehnologi (Iptek) 

Jainnya bersarna - sarna berusaha rnengangkat derajat rnanusia agar" lebih sejahtera, 

aman, tentram, tenang, adil dan makmur. Kemauan politik pemerintah dan penegakan 

rnasalah hak asasi manusia scring ncnturan, walaupun kcduanya mcnuju tcrciptanya 

pernerataan keadilan, pada satu pihak ingin mengurangi lebih dahulu, pada pihak lain 

berusaha rnengedepankan. 

Sebenarnya upaya untuk menegakkan keadilan tanpa mernperhatikan segi - segi 

kententraman batin warga masyarakat lewat adanya kepastian hukum, berarti adanya 

seperangkat aturan hukum yang akomodatif, serta di dukung aparat hukum yang 

bersih dan konsisten yang diharapkan. 

Dari posisi ilustrasi di atas, rnaka hukum international menyerahkan kepada 

rnasing - masing negara untuk menciptakan dan rnenghonnati kesepakatan -

kesepakatan international di bidang hak asasi manusia, sehingga peran pemerintah 

menjadi sangat vital dan sentral, karena kata Jean Pictet, bahwa HAM tetap 

diperJukan untuk" against the abuses of the states and vicissitudes of live " 
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(melawan penyalahgunaan negara / mengubah hidup) saat damai , dan pada saat 

perang menghindarkan terjadinya ",'" the evil o/war" (kekejaman perang) ,20 

Oleh karena itu status kewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang atau 

individu tanpa adanya batasan untuk memperolehnya, hal ini terkait dengan 

perlindungan hukum terhadap penduduk dan seharusnya Negara dapat menghonnati 

atau menghargai mengenai kesepakatan international yang mengatur masalah 

perolehan kewarganegaraan , jika tidak dipenuhinya hal tersebut maka dianggap 

melanggar HAM terutama kebebasan pribadi telah dimiliki untuk menentukan status 

warga negaranya, 

Untuk dapat membatasinya maka dalam memperoleh kewarganegaraan 

merupakan hak asasi manusia dapat diperkuat berbagai kesepakatan - kesepakatan 

international antara lain scbagai bcrikut : 

~ Tercantum dalam ( /niversa/ n ee/ere/ion ({Human Rights mcrupakan suatu dasar 

awal atas pengakuan hak asasi manusia, sehingga mengenai kewarganegaraan 

adalah hak untuk bagi setiap individu dan wajib mematuhi oleh Negara yang 

bersangkutan. Oleh karena itu telah tercantum khususnya dalam pasal15 (1), 

" Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan ", 

dan ayat (2), " Tidak seorang pun dengan semena - mena dapat dicabut 
kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan " , 

~ Selain itu juga telah diatur dalam Covenan International tentang hak - hak sipil 

dan politik, agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menentukan 

20 Masyhur Effendi, Op. Cit, hal. 1 12, 
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kehendaknya seharusnya tidak adanya paksaan maupun pembatasan oleh negara 

seperti untuk memperoleh status warga negaranya, pengaturan tersebut terdapat 

didalam pasal 24 ayat 3 mengatakan bahwa, 

" Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaran ". 

Dan juga terdapat di dalam covenan tersebut khususnya diatur pasal 25 menjelaskan, 

" Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa adanya 

pembedaan atas warna, kulit, juga mengenai status kewarganegaraan seperti yang 

disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk : 

(a) Ikut serta dalam pcngaturan semua urusan pemerintahan, baik secara langsung 

maupun melalui wakil- wakil yang dipilih secara bebas. 

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak 

pilih yang sana dan universal serta diadakan melaui pemungutan suara secara 

rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan 

bebas. 

(c) Mendapatkan pelayanan pemerintahan di negaranya atas dasar persamaan. 

Karena itu, kesepakatan - kesepakatan international yang sudah ada dan telah 

disepakati bersama diharapkan ditaati bersama, pelanggaran negara satu mengundang 

negara lain untuk membalasnya. Oleh karena itu bahwa setiap kesepakatan -

kesepakatan hendaknya diharapkan mengandung nilai - nilai keadilan atau yang 

dianggap adil, dengan begitu persamaan persepsi tersebut akan dapat mendekatkan 

kemauan bersama demi kepentingan umat manusia pula terutama terhadap individu 
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yang membutuhkan status kcwarganegaraannya tanpa adanya suatu diskriminasi etnis 

atau kc\ompok tcrtentu.21 

IL2.b. Instrumen hukum Nasional. 

Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang eli dalamnya telah 

terdapat syarat - syarat mutlak antara lain sebagai berikut : 

• Adanya asas legalitas (kepastian hukum). 

• Jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. 

• Pcrsamaan dihadapan hukum . 

• Pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia. 

• Pembagian kekuasaan dengan memperhatikan keseimbangan antara pihak 

legislatif, eksekutif dan yudfikatif. 

Oleh karena itu sebagai negara yang menjunjung tinggi hak - hak asasi manusia 

maka untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan pengakuan sesuatu hak 

dan kewajiban hukum harus dihorrnati oleh negara, dalam hal ini dapat membenkan 

kepastian Hendrawan sebagai warga negara Indonesia melalui wewenangnya 

berdasarkan landasan berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku eli 

Indonesia. 

MaIm dan itu untuk dapat melaksanakan hak tersebut, telah adanya peraturan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai masalah status warga 

negara merupakan sesuatu diperoleh oleh seseorang berhak mendapatkan keje1asan 

21 Masyhur Effendi, Op.Cit, hal. 113. 
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itu dan erat sekali kaitannya akan perlindungan hukum bagi rakyat, aturan - aturan 

tersebut terdiri atas : 

.:. Sebelum berlakunya UUD 1945, hal mengenai pengaturan kewarganegaraan 
merupakan ikatan hukum dengan negara melaui peraturan perundang -undangan 
dan juga telah termuat dalam pasal 5 ayat (1) UUDS 1950 " Kewarganegaraan 
Republik Indonesia diatur oleh undang - un dang - undang ", ayat (2) " 
NaturaIisasi dilakukan oleh atau dengan kuasa undang - undang. Undang -
undang mengatur akibat - akibat kewarganegaraan terhadap istri, orang telah 
diwarga-negarakan dan anak - anaknya yang belum dewasa " . 

• :. Hal itu juga tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) 

merupakan cerminan dari adanya Universal Declaration Of Human Rights telah 

mengatur jaminan kcpastian pcngakuan tcrhadap hak - hak asasi manusia 

terutama dengan di amandemen Undang - Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 

yang di dalamnya terdapat beberapa pengaturan HAM khususnya individu / 

seseorang untuk memperoleh haknya sebagai penduduk di Indonesia , seperti 

diatur dalam pasal 28 D ayat (4) Amandemen Kedua menjelaskan, 

" Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan " . 

Dijelaskan UUD 1945 di atas secara tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan 

atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas keku.asaan belaka (machtsstaat). Hal 

itu berarti, Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang - Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjarnin 

s~gala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum juga pemerintahan 

maupun wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya (sesuai dengan Penjelasan Umum KUHAP UU Nomor 8 tahun 1981 

angka 2). 
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Oleh karena itu untuk penghormatan HAM dalam arti menegakkan keadilan tidak 

boleh ditinggalkan oleh aparat penyelenggara negara dan hukum, sehingga hams 

dilakukan koordinasi antara pihak lembaga negara baik di pusat maupun di daerah 

dan menimbulkan keadilan yang didambakan. Untuk membicarakan hak asasi 

manusia sarna dengan pernyataan staat-idee yang tertuang dalam pembukaan UUD 

1945.22 

.:. Maka dari itu, demi mewujudkannya suatu masyarakat yang adil dan makmur 

Pemerintah perlu membentuk Undang - Un dang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai 

hak asasi manusia adalah merupakan hasil dari bangsa Indonesia sebagai anggota 

PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum serta melaksanakan 

Deklarasi Universal tentang HAM telah ditetapkan berdasarkan Perserikatan 

Bangsa - Bangsa juga telah diterima oleh negara Republik indonesia dengan 

berupa suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XVllIMPR/1998 tentang HAM. 

Di dalam Undang - Undang tersebut diatur mengenai hak kebebasan pribadi 

pada pasal 26 (1), 

" Setiap orang berhak memiliki, mernperoleh, mengganti, atau mempertahankan 
status kewarganegaraan " . 

dan ayat (2), 

" Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi berhak 
menikmati hak - hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya 
serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan ". 

Masyhur Effendi, Op. Cit, hal. 130. 
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Bahwa hak seseorang untuk mempero\eh kewarganegaraan merupakan hak asasi 

manusia sesuai dengan landasan yang dijelaskan di atas melalui pertimbangan 

sekirannya agar dapat memberikan keje\asan statusnya, supaya penduduk dalam hal 

ini Hendrawan telah tinggal di Indonesia dapat menikmati hak dan kewajiban warga 

negara terhadap negara tanpa adanya upaya tekanan dari pemerintah. Namun, apabila 

negara tidak mengeluarkan Keputusan mengenai Surat Bukti Kewarganegaraan 

Indonesia untuk jangka waktu tertentu, maka akan dianggap menolak ' atas 

permohonan yang diajukan oleh Hendrawan dengan alasan belum lengkapnya 

dokumen dari Ayahnya seperti bukti SBKRI dan belum dilepaskannya Exit Permit 

Only (EPO), sehingga ia kurang rnendapat perlakuan yang sarna dihadapan hukum 

maupun pemerintahan terutama instansi publik (public service) atau swasta. 

Dalam hal ini ia dapat melaporkan kepada Kornisi Nasional HAM atas penolakan 

tersebut dan dianggap telah melanggar hak asasi manusia dapat mengajukan gugatan 

sesuai dengan Konvensi rnternational tcntang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Ras pasal 6 itu dinyatakan, 

" bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian dan 

perlindungan atas tindakan diskriminatif ataupun yang dialami berdasarkan ras, 

warna kulit, atau etnik dengan memperhatikan hak - hak dan kemerdekaan asasinya 

melalui pengadilan nasional yang kornpeten menangani masaJah - masalah termaksud 

di atas ". 

Hal - hal dimaksud adalah mengenai perlakuan diskriminatif tersebut terutama 

hak individu memperoleh kebebasan pribadinya untuk meminta kejelasan akan status 
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warga negara Indonesia ataukah sebagai orang asing yang secara pribadi perlakuan 

tersebut tidak membuat rasa nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi 

Hendrawan itu sendiri, rneskipun ia telah rnernberikan jasa kepada Negara terutarna 

di bidang olahraga bulu tangkis. 

Dengan demikian adanya tindakan tersebut telah bertentangan ketentuan dalam 

pasal 2 UU Nomor 240 tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut 

Warga Negara Indonesia Keturunan Asing menjelaskan bahwa WNI Indonesia, 

adalah bangsa Indonesia yang tidak berbeda dalarn hak dan kewajiban dengan bangsa 

Indonesia lainnya dan di sini rnengandung secara tegas Warga Negara Indonesia 

Keturunan rnernpunyai kedudukan yang sarna dalam hukum serta pemerintahan. Jadi 

perlakuan diskriminasi tentang memperoleh kewarganegaraan tidak dibenarkan.23 

II.3 Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan 

I1.3.i Surat Keputusan Menteri Kebakimao dan Menteri Dalam Negeri Nomor ': 

M.01-UM.09, 03-80, Nomor 42 Tabuo 1980 

Oi dalarn Surat Keputusan tersebut dijelaskan dalam pasal 1 bahwa " SBKRI 

dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang sudah rnenjadi Warga Negara 

Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan ", 

dan pasal 4 ayat (1) " Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia rnerupakan 

bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan " . 

Ketentuan Surat Keputusan yang mewajibkan SBKRI sebagai syarat mutlak untuk 

pembuktian status kewarganegaraan seseorang dilatar belakangi oleh dua aturan 
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antara lain Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB 3/4112 tahun 1978, dan Surat 

Edaran Menteri Kehakiman Nomor J HB 3/3/13 tahun 1978. 

11.3 .ii UU Nomor 62 Tahun 1958 

Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 62 Tahun_1958 Menurut prosedur 

perolehan kewarganegaraan sesuai dengan Memori Penjelasan Umwn UU NO. 62 

Tahun 1958 ada beberapa macam perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia 

terdiri dari : 

• Karena kelahiran. 

• Karena pengangkatan. 

• Karena dikabulkannya perrnohonan. 

• Karena pewarganegaraan. 

• Karena Karena atau sebagai akibat dari perkawinan. 

• Karena turut ayah/ibunya. 

• Karena pernyataan. 

Dari berbagai macam untuk memperoleh status kewarganegaraan, maka untuk 

lebih jelasnya mengenai kepastian status Hendrawan adalah melalui kelahiran 

berdasarkan keturunan dari orang tuanya merupakan warga negara Indonesia (dengan 

bukti Akte Kelahiran , atau KTP) dengan memegang alat bukti berupa SBKRT yang 

sebelwnnya melalui naturalisasi terlebih dahulu. 

23 Prof MR. DR. Sudargo Gautama, Op.Cit, hal. ]63 . 
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Sehingga dapat dianali sa bahwa terlihat jelas kedudukan Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman bertentangan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, 

yaitu Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia sehingga dapat dikatakan aturan itu dinyatakan tidak sah dengan asumsi 

adalah segala peraturan peundang - undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan atau melebihi peraturan perundang - undangan diatasnya. 
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BAB III 

STATUS SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI 

DALAM NEGERI NOMOR: M.OI-UM.09. 03-80, NOMOR 42 TAHUN 1980 

SETELAH DICABUT OLEH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 

1996 

m.l Istilah Wewenang. 

Kalau kita kaji seeara eermat dan sistematis ada sedikit perbedaan antara istilah 

wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaan terletak dalarn 

karakter hukurnnya, keberadaannya rnenurut Belanda bevogdheid digunakan baik 

dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. 

Berbieara tentang istilah wewenang atau kewenangan sesuai dengan hukurn kita, 

rnaksud arti diatas seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik. 

Dalam hukum Tata Negara, wewenang (bevogheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan 

hukum (reehtsmaeht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan 

kekuasaan (Hene van Maarseveen, h.47). 

Sebagai suatu konsep hukurn publik, wewenang terdiri atas sekurang -

kurangnya tiga komponen : 

Pengaruh. 

Dasar hukum. 

Konfirmitas hukum (Hene van Maarseveen, h.49). 

35 
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Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewcnang 

itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen kontirmitas hukum, 

mengandung makna adanya standard umum (semua jenis wewenang) dan standard 

khusus (untuk jenis wewenang tertentu).24 

Pengertian negara dipengaruhi beberapa pendapat antara lain sebagai berikut : 

• Woodrow Wilson bahwa negara adalah masyarakat yang diorganisir untuk hukum 

di dalan suatu wilayah tertentu. 

• R. M . Mac Iver, negara adalah assosiasi yang menyelenggarakan penertiban di 

dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum 

yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang maksud tertentu diberi 

kekuasaan memaksa. 

• Logeman, menjelaskan negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang 

bertujuan untuk dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus satu masyarakat 

tertentu. 

• Bellefroid menyatakan negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara kekal 

menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan 

tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.25 

Dari pendapat tokoh di atas dapat menyimpulkan bahwa negara sebagai salah 

satu bentuk assosiasi kehidupan masyarakat dewasa ini dipandang suatu organisasi 

24 Phlipus M Hadjon, Loc Cit, hal. I. 
2~ Drs Rozikin Daman, Loc Cit, hal.3-S . 
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yang paling penting, juga mempunyai spesifikasi tersendiri, sebab negara merupakan 

organisasi tertinggi, paling luas dan kuat jangkauannya kekuasaannya dalam 

mencakup kehidupan warganya, sehingga mempunyai kekuasaan memaksa ( daya 

paksa ) yang lebih kuat. 

Kewenangan negara berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, yang 

dengan suatu negara dapat rnenuntut agar hak warga negaranya dihonnati, baik 

mereka itu berada di dalam wilayah negaranya ataupun berada di luar negeri. Maka 

dari itu, negara berwenang dalam hal pemberian status kewarganegaraan sesuai 

Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai grundorm tercantum dalam pasal 28 D 

ayat (4) disebutkan " Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan " , disini 

menje!askan bahwa negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan 

kepastian atas persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap penduduk yang 

statusnya belurn WNI agar dapat menikrnati atau menggunakan hak sipi! ( rnendapat 

pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi dari negara ) maupun hak poltiknya ( ikut 

pemiliu, anggota parpol ) dalam pemerintahan. 

Serta masalah status kewarganegaraan itu menjadi penting, seperti terdapat 

dilihat dalam Undang - Undang Dasar 1945 sendiri ada kalanya memberikan 

perlindungan kepada penduduk Negara Republik Indonesia tanpa melihat apakah dia 

warga negara atau orang asing. Umpamanya dalarn pasa! 29 ayat (2) disebutkan " 

Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk rnemeluk agamanya 

masing - masing dan untuk beribadat rnenurut agamanya dan kepercayaannya itu ". 

Ini berarti bahwa negara akan memberikan perlindungan terhadap masalah agama 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Pemberian Status Kewarganegaraan ... WIDJANARKO



38 

bagi setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia, dengan tidak melihat 

apakah dia merupakan warga negara atau orang asing. 

Hal tersebut juga , dalam Undang - Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan hak 

khusus untuk warga negara, yaitu pasal 27 ayat (2) menyebutkan " Tiap - tiap warga 

ncgara bcrhak alas pckcrjaan dan pcnghidllpan yang layak bagi kemanusiaan ". Ini 

juga mempunyai arti, bahwa setiap warga negaralah yang berhak atas penghidupan 

yang layak tidak lIntuk orang asing hak mana kcmudian dapat dituntut oleh warga 

negara. 

Selain itu, wewenang tersebut juga ada kaitannya bila dilihat mengenai perlunya 

status kewarganegaraan terkait dengan perlindungan warga negara tersebut telah 

dicantumkan dalam pasal II Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun ] 958 tentang 

Kewarganegaraan Repubhk Indonesia yang menyatakan bahwa " Dalam pengertian 

kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu Negara ". Hal itu 

menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban 

untuk melindungi warga negaranya, baik berada di dalam negeri maupun di luar 

negen . 

Oi muka telah dijelaskan, bahwa tanpa adanya warga negara adalah tidak 

mungkin mendirikan suatu negara. Oleh karena itu, Negara Indonesia .adalah negara 

berdaulat dan merdeka mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri syarat -

syarat untuk menjadi warga negara demi untuk kepentingan negara maupun bangsa 

Indonesia. 
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111.2. Pelaksanaan Wewenang. 

Apabila dilihat dari uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, mengandung 

beberapa statement berupa ketentuan bahwa hak merupakan kewaj iban moral dan 

hukum, serta hukum tanpa adanya hak ( wewenang ) bukan lagi merupakan hukum, 

mungkin sekedar kebiasaan sehari - hari yang tidak mempunyai " ikatan ". 

Oleh karena itu, dalam hal ini wewenang disebutkan bahwa negara mempunyai 

dasar hukum yang kuat untuk menentukan sendiri syarat - syarat untuk mcnjadi 

warga negara. Pengaturan mengenai soal kewarganegaraan terdapat dalam Undang -

Undang Dasar 1945 khususnya pasal 26 ayat (1) disebutkan " Yang menjadi Warga 

Negara ialah orang - orang 8angsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang 

disahkan dengan Undang - Undang sebagai warga negara ", sedangkan ayat (2) nya 

menyebutkan bahwa " Syarat - syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan 

dengan undang - undang ". Perumusan yang demikian didasarkan pada pertimbangan 

yaitu hanyalah bangsa Indonesia asli yang menjadi warga negara Indonesia, namun 

bagi untuk keturunan asing dapat pula menjadi warga negara dengan akan diatur 

dalam Undang - Undang. 

Sehingga yang menjadi sumber kewenangan negara, yaitu terdapat Undang -

Undang Dasar 1945 adalah sebagai Grundnorm dan untuk pengaturan lebih lanjut 

mengenai kewarganegaraan melalui Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kemudian adanya aturan - aturan 

pelaksana atas perolehan status tersebut antara lain sebagai berikut : 
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• Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 merupakan pengganti Keputusan 

Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan 

Pewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 " Bahwa anak yang berasal daTi 

seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses 

naturalisasi, langsung ikut serta menjadi warga negara Indonesia mengikuti 

kewarganegaraan ayahnya " dan pasal 4 (1) " Untuk kepentingan tertentu yang 

memerlukan bukti kewarganegaraan Indonesia cukup menggunakan Kartu Tanda 

Penduduk atau Kartu Keluarga maupun Akte Kelahiran yang bersangkutan ". 

• Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ketentuan 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan 

Republik Indonesia Bagian Pertama huruf a angka 3 " Bagi warga negara 

Republik Indonesia yang telah memilki KTP, Kartu Keluarga, atau Akte 

Kelahiran merupakan persyaratan untuk kepentingan teretentu " dan angka 4 " 

Dengan keluamya Keppres ini, semua peraturan perundang - undangan untuk 

kepentingan tertentu mensyaratkan SBKRI, maka dapat dinyatakan tidak bedaku 

lagi ". 

• Serta lnstruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Bagian Pertama " . Menghentikan 

istilah pTibumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan perencanaan 

program ataupun penyelenggaraan pemeTintah " dan Bagian Kedua " Memberikan 

perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan meniadakan pembedaaan segal a bentuk, sifat, 
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serta tingkatan kerpada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, ras, agama, 

maupun asal - usulnya ". 

• Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tahun 1978 Tentang Surat Bukti 

Kewarganegaraan Indonesia pasal 1 " Setiap warga negara Indonesia yang perlu 

membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada 

Menteri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik 

Indonesia ". 

• Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

: M.01-UM.09-S0, Nomor : 42 tahun 19S0 tangaal 10 Maret 1980 tentang 

Pelaksanaan Pemberian SBKRI pasal 1 ayat (1) " Surat Bukti Kewarganegaraan 

Republik Indonesia dapat diberikan kepada keturunan asing yang sudah menjadi 

Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti 

kewarganegaraan ". 

• Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.04.0 1 

Tahun 1992 tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Anak - Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing 

Pemegang Bukti Kewarganegaraan Indonesia ketentuan pasal (1) bahwa " Anak -· 

anak warga negara Republik Indonesia keturunan asing yang orang tuanya 

pemegang pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak 

diwajibkan untuk memiliki surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia " 

dan (2) " Mengenai pembuktian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 
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anak - anak yang orang tuanya sudah berstatus warga negara Republik Indonesia 

keturunan asing pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan dengan bukti akte 

kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh instansi 

berwenang " . 

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat sehingga 

mempunyat kewenangan dapat menentukan sendiri dengan bebas siapa yang 

dikehendaki menjadi warga negaranya, siapa tidak. Hal ini dipandang suatu hak yang 

tidak dapat dilepaskan daripada kedaulatan negara masing - masing. Oi jelaskan 

siapa merupakan warga negara Republik Indonesia, itulah hak dimiliki oleh negara 

kita terutama terhadap negara - negara lain tak dapat cam pur tangan dalam masalah 

pengaturan perolehan kewarganegaraan.26 

Secara yuridis, ada perbedaaan yang sangat nyata antara negara dan pemerintah. 

Negara adalah sebuah badan (licham, body), sedangkan pemerintah adalah alat 

kelengkapan negara (orgaan)?7 Negara oleh hukum dipandang sebagai sesuatu yang 

mandiri, pemikul hak dan kewajiban seperti manusia pribadi (natuurlijk persoon). 

Negara adalah suatu badan hukum (kegal persoon). Oleh karen a itu sebagai subjek 

hukum (badan hukum), negara pada dasamya tidak memikul hak serta kewajiban 

H . 
Prof MR. DR. Sudargo Gautama, Op Cit, hal. 6. 

27Yan wijklKonijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Yuga, s' Granenhage, 1984, 
hal.126 dst dan William Konijnenbelt, Hoofdlijmen van Admillstratief Recht, Lemma, Culemborg, 
1988, hal.21 dst, sebagaimana telah dikutip oleh Prof. Bagir Manan, Kuntara Magenaar, Beberapa 
Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. kedua, CY. Aneka llmu, Jakarta, 1994, hal. 157. 
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yang privat, tetapi keduanya harus bersifat publik, maka dari itu negara sebagai badan 

hukum disebut badan hukum publik.28 

Dari sini jelas, negara dalam pemberian status keawarganegaraan berwenang 

namun untuk melaksanakan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Un dang -

Undang Dasar 1945 sebelum diadakan amandemen, telah menetapkan enam alat 

perJengkapan negara yaitu " MPR, Presiden, DPR, DP A, BPK dan Kekuasaan 

Kehakiman, hal itu merupakan pemerintah dalam arti yang luas, mencakup semua 

alat perlengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang - cabang 

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisiil, kesemuanya itu bertindak untuk dan atas 

nam~ negara. Sedangkan untuk pengertian pemerintah yang sempit adalah cabang 

kekuasaan eksekutif, agak berbeda dengan cabang lainnya salah satunya merupakan 

tindakan eksekutif sebagai alat perlengkapan negara adalah tindakan negara.29 

Namun, untuk melaksanakannya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang 

- Undang Dasar 1945 setelah diadakan amandemen pertama (1999) sampai dengan 

keempat (2002), telah menetapkan enam alat perlengkapan negara yaitu " MPR, 

Presiden, DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), BPK dan Kekuasaan Kehakiman. 

Dan yang telah dihapus atau ditiadakan adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 

sehingga sekarang ini kedudukannya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara namun 

2R Asser' s. Hanleiding Tot De Begefening van het Nederlands Burgerlijk Recht (De Recht 
personen), Tjeenk Wiliink, Zwolle, 1976, ha1.25 dst, sebagaimana telah dikutip oleh Prof Bagir 
Manan, Kuntara Magenaar, Ibid. 

29 Ibid, hal. 158 - 159. 
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hanya sebatas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai pasal 

16 UUD 1945 amandemen pertama sampai keempat. 

Hal ini terlihat semakin nyata, negara melimpahkan wewenangnya kepada 

pemerintah dalam arti sempit khusus terhadap cabang eksekutif, artinya bahwa 

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan pasa! 4 (1) UUD 

1945 menyatakan " Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang - Undang Dasar ". Untuk melaksanakannya pengaturan 

memperoleh kewarganegaraan, maka Presiden selaku cabang eksekutif dibantu 

seorang Menteri Negara sesuai pasal17 ayat (1) UUD 1945 . 

Hal yang dimaksud pasal di atas, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak asasl 

manusia yang berwenang untuk memutuskan suatu pennohonan naturalisasi setclah 

mendapat persetujuan dari Dewan Menteri . Dalam Undang - Undang Dasar 1945 

eksekutif hanyalah Presiden dan Menteri - Menteri adalah pembantu Presiden. 

Karena itu pasal yang mernyebutkan demikian seharusnya dibaca bahwa naturalisasi 

(pewargancgaraan) diputuskan oleh Presiden. Dan kalau Menteri tersebut yang 

menandatangani Surat Keputusan harus diartikan bahwa Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia bertindak atas nama Presiden.30 

Oi dalam Memori Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 62 Tahwl 1958, 

menurut ketentuannya dije!askan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat 

diperoleh meliputi : 

30 Moh. Kusnardi, S.H, Harmaly Ibrahim, S.H, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
cetakan kelima, PT. Sastra Hudaya, Jakarta, 1983, hal 303-304. 
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a) Karena kelahiran. 

Dalam Undang - Undang ini Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh 

karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di wilayah 

Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan. 

Bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajamya suatu 

negara mengganggap seorang anak sebagai warganegaranya di mana pun ia 

dilahirkan, apabila orang tua anak itu warganegara dari negara itu. Dan jika· ada 

hubungan hukum kekeluargaan antara anak dengan ayahnya, maka ayah itulah yang 

menentukan kewarganegaraan anak ( pasall Sub b dan c) 

b) Karena pengangkatan. 

Pengangkatan anak adalah biasa dilakukan di Indonesia. Sah atau tidaknya 

pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum yang mengangkat anak. Adakalanya 

anak yang diangkat itu anak (orang) asing., akan tetapi karena benar - benar 

diperlakukan sebagai anak sendiri, tidaka diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu. 

Maka hendaknya kepada an aka demikian itu diberikan status orang tua yang 

mengangkatnya. 

Sebagai jaminan bahwa anak itu sungguh - sungguh pengangkatam seperti 

digambarkan di atas dan supaya anaka asing yang diangkat itu betul - betuk masuh 

bisa merasakan warganegara Indonesia, maka pemberiannya kepada anak angkat itu 

hemdaknya dibatasi pada anaka yang masih muda sekali (pasal 2 ). 

c) Karena dikabulkannya permohonan. 
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1. Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut 

kewarganegaraan ayahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih de kat 

dengan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Hendaknya anak itu diberi 

kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia 

dianggap sudah bisa menentukan kewarganegaraanya sendiri . Pemberian tersebut 

dibatasi pada anak di Iuar perkawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan 

anak pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang statusnya ditentukan 'oleh 

oleh bapaknya. Dalam pada itu karena orang yang bersangkutan sekian lamanya 

orang asing, maka kesempatan itu berupa suatu permohonan dan tentang 

memperoIeh kewarganegaraan dengan permohonan terdapat pasaJ 3. 

2. Orang - orang yang diberi kesempatan itu, menurut Undang - Undang ini adalah 

mereka yang lahir dari seorang penduduk atau yang kemudian menjadi penduduk 

yang juga lahir di Indonesia. Syarat selanjutnya ialah bahwa ia tidak menjadi 

berkelebihan kewarganegaraan (pasal 4). 

d) Karena pewarganegaraan. 

Proses Naturalisasi (pewarganegaraan) adalah suatu cara untuk memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia. Merupakan hal sewajamya dibuka kemungkinan bagi 

orang asing yang sungguh - sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia, namun 

tentu saja kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia juga harus diperhatikan, dan 

karenanya dalam setiap Undang - Undang dilihat bahwa pewarganegaraan ini adalah 

kebijaksanaan dari eksekutif, demikian pendapat Undang - Undang No. 62 Tahun 

1958. 
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Naturalisasi dalam praktek dapat dibagi dua macam, yaitu pertama yang 

bersangkutan mengajukan permohonan, dan kedua dapat diberikan dengan lasan 

kepentingan Negara atau telah berjasa untuk Negara. Pada naturalisasi cara pertama, 

seperti telah dijelaskan di muka, bahwa menurut Undang - Un dang No. 3 Tahun 

1946 naturalisasi itu diperoleh dengan berlakunya Undang - Undang yang 

memberikan naturalisasi itu (pasal 3 ayat 1). lni berarti bahwa setiap kali ada 

naturalisasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Apabila DPR tidak keberatan dengan permohonan itu, maka harus dinyatakan dalam 

Undang - Undang. 

Sebaliknya, Undang - Undang No. 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa 

naturalisasi ini semata - mata tindakan dari eksekutif. Dan merupakan kebijaksanaal1 

pemerintah, maka tidak perlu diminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, 

namun Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tidak dapat memutuskan tanpa 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Menteri. Sedangkan naturalisasi 

kedua, baik kedua peraturan tersebut CUU Nomor 3 Tahun 1946 terdapat dalam pasal 

7, UU Nomor 62 Tahun 1958 pasal 6) sarna - sarna mengatur bahwa 

pewarganegaraan yang diberikan dengan alasan kepentingan atau berjasa untuk 

negara harus minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Dan 

menurut persetujuan DPR pada akhimya harus dalam bentuk Undang - Undang. 

Bahwa hal itu harus demikian dapat mengerti, karena seharusnyalah wakil - wakil 

rakyat mengetahui sejauh manakah Kepentingan Negara tersangkut, sehingga 
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seseorang asing dapat diberikan kewaragnegaraan Indonesia, atau sejauh rnanakah 

jasa dari orang yang bersangkutan untuk negara Indonesia.
31 

e) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan. 

Undang - Undang ini berpendirian bahwa daIam perkawinan kedua mempelai 

sedapat - dapatnya rnernpunyai kewarganegaraan yang sarna. Apabila hal itu akan 

menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan atau 

menghilangkan kewarganegaraan seseorang yang dirasakan berat, rnaka asas kesatuan 

kewarganegaraan itu dilepaskan. Dan mengenai soal perkawinan berkaitan erat 

dengan akan hilangnya kewarganegaraan seseorang. 

f) Karena tUTut ayah/ibunya. 

Pada dasarnya anak yang belum dewasa tUTUt rnemperoleh kewarganegaraan 

Republik Indonesia, dengan ayahnya atau dengan ibunya, apabila tidak ada hubungan 

hukum kekeIuargaan dengan ayahnya. 

g) Karena pernyataan. 

SeIain dari kepada seorang perempuan asmg yang kawin denagn seorang 

warganegara Republik Indonesia untuk rnernperoleh kewarganegaraan Republik 

Indonesia terlebih dahuIu dari satu tahun setelah perkawinannya beriangsung (pasal 7 

ayat (1)) dan kepada orang - orang untuk rnemperoleh kembali kewarganegaraan 

Republik Indonesia yang hilang karena turut orang lain, Undang - Undang ini hanya 

rnemberi kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 

dengan pernyataan kepada orang - orang, yang berhubung dengan keadaan peralihan 

31 Ibid, hal 305. 
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di mana ada vakum dalam peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak bisa 

menjadi warga negara Republik Indonesia (Peraturan Peralihan pasal III, IV, V, VI). 

Mengenai Kasus Hendrawan tersebut, maka prosedur yang tepat berdasarkan 

yang telah saya paparkan di atas bahwa untuk membuktikannya sebagai warga negara 

Indonesia yaitu dengan keturunan, adalah sebagai dasar / landasan yang legal (pasal 

1 hurufb UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). 

Sudah selayaknya suatu negara menggangap seorang anak sebagai warga 

negaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga negara dari 

negara itu. Hal itu terlihat jelas, bahwa Hendrawan merupakan anak dari seseorang 

yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melalui naturalisasi 

(pewarganegaraan) dan seharusnya anak (Hendrawan) tersebut langsung ikut serta 

menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan ayahnya (buktinya Akte 

Kelahiran). Dalam hal ini yang dimaksud , adalah ayahnya Hendrawan (WNJ) telah 

memegang SBKRI setelah diperoleh dengan menjalani proses naturalisasi lebih 

dahulu dan sebelumnya merupakan orang asing yang tinggal di wilayah Negara 

Indonesia (sesuai dengan Keputusan Menteri Kehaliman Rl No : M.02-HL.04. IO 

Tahun 1992 Tentang Pembuktian Tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan 

Indonesia Anak - Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing 

Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ). 

Tetapi dengan mcndasarkan UUDS dan menganut Ius Sanguinis inilah, maka bagi 

peranakan tionghoa yang sudah lahir dan secara turun temurun di Indonesia 

merupakan hal malapetaka karena dianggap sebagai orang asing juga implikasinya 
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wajib membuktikan kewarganegaraannya dengan memiliki Surat Bukti 

Kewarganegaraan.32 Sehingga dalam hal ini, Hendrawan sudah menjadi Warga 

Negara Indonesia telah mengikuti kewarganegaraan ayahnya, maka harus dapat 

membuktikannya dengan keharusan atau kewajiban memiliki SBKRI tersebut. 

Ketentuan itu diperkuat suatu peraturan perundang - undangan yaitu pasal IV 

Peraturan Penutup landasi dengan pasal IV Peraturan Penutup UU Nomor 62 Tahun 

1958 menjelaskan bahwa " Barangsiapa perlu membuktikan ia warganegara 

Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan telah mempunyai atau 

memperoleh atau turut mempunyai ataupun turut memperoleh kewarganegaran itu, 

dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan 

apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa ". 

Dan juga adanya Peraturan Menteri Kehakiman ~o. JB 3/4112 tahun 1978 tentang 

Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia khususnya dalam pasal I Peraturan tersebut 

menyatakan bahwa " Setiap warga negara Republik Indonesia yang periu 

membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan pennohonan kepada Menteri 

Kehakiman untuk memperoleh SBKRI ". Serta sesuai dengan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.OI-UM.09.03-

80 Nomor : 42 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI dalam pasal 1 

ayat (1) menyatakan bahwa " SBKRI dapat diberikan kepada orang keturunan asing 

yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak 

32 Harian Kompas, Sabtu 15 Maret 2003, .. Antar HAM dan Kepentingan", Peneliti pada panitia 
kerja pengkajian pelUndang - undangan yang diskriminasi (Panja) P3D) Komnas HAM, Pascahasius. 
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memiliki bukti kewarganegaraan ", dan pasal 4 ayat (1) " Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bukti langsung tentang 

kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan ". Telah diperkuat dengan 

adanya Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/3/13 Tahun 1978 yang intinya 

mengandung hal- hal membuat Hendrawan sampai bingung, yaitu Anak - anak WNI 

peranakan Cina telah dewasa, 18 Tahun, dari orang tua pemegang SBKRI sekalipun 

juga diwajibkan harus memiliki SBKRI sendiri atau yang dikenal dengan SBKIU 

"pemisahan" atau tidak menggabung lagi dengan SBKRI orang tuanya. 33 

Meskipun hal tersebut telah disimpangi oleh suatu Keputusan Menteri 

Kehakiman No.: M.02-HL.04.10 Tahun 1992 Tentang Pembuktian Status 

Kewargancgaraan Indonesia Anak - Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia 

Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagian 

Pertama adalah bahwa orang tua yang memegang SBKRI, anak - anaknya tidak perlti 

lagi memilki surat tersebut. Namun, untuk kepentingan lalu lintas kehidupan sehari -

hari agar tidak mengalami kesulitan maka Hendrawan berusaha mengajukan 

perrnohonan ke Pengadilan setempat demi mendapatkan Surat Bukti 

Kewargancgaraan Indonesia, yaitu di daerah Cibinong dengan menyertakan berhagai 

persyaratan - persyaratan antara lain sebagai berikut : 

a. Kartu Tanda Penduduk. 

b. Akta Kelahiran. 

JJ (Nasional) Pejuang Itu 8erjuang Meraih S8KRI, 10 Mei 2003, Http : National@maiI2. 
factsoft .de. 
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c. Surat Kawin yang telah menikah pada bulan Oktober 1998. 

d. Bukti Warga Negara Indonesia dari Seorang Ayahnya yang bernama Tjap Yak 

Soei atau beralih nama menjadi Soegianto. 

Namun, hingga sampai pemerintahan telah berubah dari mulai mengajukan pada 

waktu Abdurachaman Wahid hingga awal pemerintahan yang dipimpin oleh 

Megawati belum mendapatkan SBKRI tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam hal 

memperoleh kepastian hukum untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan 

Republik Indonesia secara langsung antara lain terhambat dengan suatu iklim politik 

di Indonesia terlalu mementingkan kepentingan masing - masing demi mendapatkan 

keuntungan pribadi sehingga masalah sepele terkadang terlupakan, atau juga 

disebabkan masalah birokrasi pemerintah yang berbelit - belit dan satunya adalah 

mengenai politik uang, menurut Sumber Hukumonline menyebutkan tarif resmi 

pengurusan tidak sampai Rp 300.000,00 tetapi lewat calo bisa dikenakan antara Rp 

1.000.000,00 hingga Rp 20.000.000,00 dan apabila itu benar - benar dilakukan akan 

menjerat seseorang yang memilki penghasilan yang kecil. Jadi kendala yang terjadi 

terhadap prosedur perolehan SBKRI secara langsung diakibatkan oleh permasalahan 

di luar hukurn itu sendiri . 

Padahal, keefektifan dari kewajiban memiliki atau keharusan SBKRI seharusnya 

telah dicabut dengan kebijakaan hukum sewaktu pada rnasa pemerintahan Bacharudin 

Jusuf Habibie periode 1999 - 2000 agar dapat menghindari masalah diskriminasi 

berupa antara lain sebagai berikut : 
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.:. Dilandasi suatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 

M.02-HL.04.01. Tahun 1992 tentang Pembuktian Kewarganegaraan Republik 

Indonesia Anak - Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing 

Pemegang Bukti Kewarganegaraan Indonesia adanya ketentuan bahwa (I) " Anak 

- anak warga negara Republik Indonesia keturunan asing yang orang tuanya 

pemegang pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak 

diwajibkan untuk memiliki surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia " . 

dan (2) " Mengenai pembuktian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 

anak - anak yang orang tuanya sudah berstatus warga negara Republik Indonesia 

keturunan asing pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan dengan bukti akte kelahiran dan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang " . 

• :. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 

memberikan pengarahan terhadap seluruh Menteri, Pimpinan lembaga 

pernerintahlnon departernen, Pirnpinan kesekretariatan lembaga tertinggi, dan 

Gubemur Kepala Daerah Tingkat I serta BupatiIWalikotarnadya Kepala Daerah 

Tingkat II untuk rnenghentikan penggunaan istilah non priburni dalam semua 

perumusan dan penyelenggaraan kebijakaan, perencanaan program, ataupun 

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan juga mernberikan perlakuan 

dan layanan yang sarna kepada seluruh warga negara Indonesia dalam 

penyelenggaraan Iayanan pemerintahan, kemasyarakatan dengan meniadakarl 

pernbedaaan dalam segala bent uk, sifat, serta tingkatan kepada warga negara 
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Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal - usul dalam 

penyelenggaraan negara dan pemberian layanan penzman usaha, 

keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, 

penentuan gaji ataupun penghasilan serta hak - hak pekerja lainnya. 

Khusus instansi yang disebutkan di atas, harus melakukan pembinaan dalam 

sektor dan wilayah masing - masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini 

dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar 

perizinan diberikannya sesuai dengan kewenangan dimilikinya . 

• :. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan 

Republik Indonesia yaitu telah memberikan suatu kebijakaan yang sangat penting 

terutama untuk penduduk yang menginginkan status WNInya berupa Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan kewajiban untuk menghilangkan 

atau menghapuskan aturan tersebut, tetapi hal itu harus sesuai dengan ketentuan 

tersebut maka menentukan prinsip yang penuh tanggung jawab sesuai bidang 

tugas dan wewenang, yang an tara lain sebagai berikut : 

Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara 

pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian 

administrasi kependudukan. 

Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan 

Republik lndonesia, isteri dan/atau anak cukup mempergunakan Keputusan 

Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga 
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beserta berita acara pengambilan sumpah, atau Kartu Tanda Penduduk, atau 

Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan. 

Bagi warga negara Republik Indonesia yang teldh melfilliki Kartu Tanda 

Penduduk, atau Kartu Kel uarga, atau Akte KelaHitan, pemenuhan kebutuhan 

persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda 

Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran dari berkepentingan. 

Dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tertanggal 9 Juli ] 996, 

semua peraturan perundang - undangan yang untuk kepentingan tertentu 

mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ( SBKRI ), 

dinyatakan tidak berlaku lagi dan juga berdasarkan Instruksi Presiden Rpublik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 untuk segera meninjau kembali segal a 

peraturan yang melarang atau membatasi kursus Bahasa Mandarin agar tidak 

adanya pengekangan mempelajarinya yang sekarang mempunyai peranan 

penting dalam dunia international terutama mendekati masa globalisasi agar 

terdapat persaingan yang sehat maupun dinamis selain Bahasa Inggris 

merupakan pengantar paling penting, khususnya menghadapi partner berasal 

dari luar negeri . 

Menurut berbagai aturan tersebut di atas, maka Presiden seIaku eksekutif 

mengeluarkan kebijakaan hukwn dengan adanya peraturan untuk kewajiban 

menghapuskan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) dan seharusnya 

Hendrawan secara langsung mendapatkan status warga negara Indonesia dengan 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya. Namun, dalam 
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pelaksanaannya masih tetap berlaku khususnya Hendrawan dalam menghadap Kantor 

Catatan Sipil (KCS) Jakarta Pusat, yang menyatakan SBKRI menjadi syarat mutlak 

pengurusan pencatatan perkawinan di instansi tersebut. Petugas Kantor Catatan Sipil 

juga dengan nada tidak hormat menyatakan bahwa tidak melaksanakan pencatatan 

perkawinan selama tidak mempunyai SBKRl. 

Oleh karena itu, mengenai masalah pembatalan SBKRI tidak bisa dilaksanakan 

secara sepenuh hati oleh pemerintah dengan alasan mesti menunggu adanya revisi 

UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, jika dalam kenyataan masih adanya 

pemberlakuan SBKRI di berbagai instansi pemerintah baik pelayanan publik maupun 

swasta maka tindakan itu bersifat diskriminatif dan dianggap melanggar hak asasi 

manusia sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Un dang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan " diskriminasi adalah setiap pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada 

pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, yang berakibat 

pl!ngurallgan, kl!yukillun polilik, pl!nyimpungun muupun pcnghapusan pcngakuan, 

pelaksanaan atau pengunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 

individual maupun kolektif dalam bidang poltik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek 

kehidupan lainnya ", 

Akhirnya, setelah melihat adanya berbagai masalah dengan adanya suatu 

ketentuan di atas seharusnya Presiden Megawati turun langsung selaku pemegang 

kekuasaan pemerintahan dan semata - mata merupakan tindakan dari pemerintahan 

eksekutif bertinciak untuk dan atas nania negara (sebagai alat perlengkapan ~{(¥~m~ 
I
' , , I , \ , ' 

, ,' , \ . 
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tersebut rnernberikan status Kewarganegaraan Istirnewa kepada Hendrawan dengan 

rnemberikan SBKRI, hal itu disampaikan melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia dengan pertirnbangan bahwa Hendrawan rnerupakan duta olahraga 

Indonesia yang telah memberikan jasanya untuk kepentingan bangsa dan negara 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (sesuai pasal 6 UU No. 62 Tahun 

1992 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). 

III.3 Status Surat Keputusan Menteri Kebakiman Nomor: M.01-UM.09-80, 

Nomor 42 Tabun 1980 setelah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 

TAHUN 2000 

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor : M.OI-UM.09.03-80 Nornor : 42 Tahun 1986-tentang Pelaksanaan 

Pemberian SBKRI dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa " SBKRI dapat 

diberikan kepada orang keturunan asing yang sudah rnenjadi Warga Negara Indonesia 

dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan ", dan pasal4 

ayat (l) " Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia . rnerupakan bukti 

langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan " . 

Sedangkan aturan diatas telah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 

1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan tersebut 

merupakan pengganti Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 " Bahwa. 

anak yang berasal dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik 

Indonesia melalui proses naturalisasi, langsung ikut serta menjadi warga negara 
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Indonesia mengikuti kewarganegaraan ayahnya " dan pasal 4 (1) "Untuk kepentingan 

tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Indonesia cukup menggunakan 

Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga rnaupun Akte Kelahiran yang 

bersangkutan " . 

Setelah melihat berbagai aturan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai status 

Surat Keputusan Menteri Kehakiman setelah dicabut oleh Keputusan Presiden itu 

dapat dikatakan ketentuan pasal - pasal di dalarnnya sudah tidak berlaku sarna sekali 

sejak Keputusan yang dikeluarkan Presiden diterbitkan dan apabila dalam hal aparat 

tetap memberlakukan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) 

"tet\ltama untuk instansi publik maupun swasta, hal itu merupakan tindakan melawan 

hukurn atau bisa juga disebut sebagai rnenyelewengkan hukurn itu sendiri . Oleh 

karena itu, disini Negara tidak lagi rnempunyai wewenang dengan rnernberlakukan 

SBKR[' berdasarkan Surat Keputusan tersebut namun tetap berwenang memberikan 

status kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 62 Tahun 1958 melalui bukti 

kewargancgaraan bcrupa aktc kclahiran, Kartu Tanda Penduduk. 
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IV.1. Kesimpulan. 

HAHIV 

I)ENlJTlJP 

Dari pembahasan mengenai Pemberian Status Kewarganegaraan terhadap 

Penduduk yang belum WNI (Studi Kasus : Hendrawan, atlet bulu tangkis), dapat 

disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut : 

I. Menurut prosedur perolehan kewarganegaraan sesuai dengan Memori Penjelasan 

Umum UU NO. 62 Tahun 1958, maka mengenai kepastian status Hendrawan 

adalah melalui kelahiran berdasarkan keturunan dari orang tuanya merupakan 

warga negara Indonesia (dengan bukti Akte Kelahiran), dan tidak tepat 

diberlakukan SBKRI sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.Ol­

UM.09. 03-80, Nomor 42 Tahun 1980 tersebut, maka status Hendrawan secara 

langsung ikut serta menjadi WNI dengan mengikuti kewarganegaraan ayabnya. 

Jadi untuk lebih tepatnya bahwa SBKRI ditujukan kepada mereka yang 

mcmpcrokh kcwargancgurall mdalui Ilaturalisasi . 

2. Bahwa Status Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengenai pemberian 

status kewarganegaraan melalui SBKRI sehrusnya tidak berlaku lagi, dikarenakan 

existensinya dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996. Dengan 

begitu apabila masih diberlakukan oleh aparatloknum didalamnya dianggap telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dan Negara dalam memberikan status 

kewarganegaraan sebaiknya berlandaskan pada UU Nomor 62 Tahun 1958 

disebabkan kedudukan maupun tata urutan perundang - undangan lebih kuat. 

59 
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IV.2 Saran. 

Untuk mencegah tidak terjadi lagi kejadian yang telah dialami oleh Hendrawan 

belum mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik tersebut, maka 

seharusnya Pemerintah memberikan kepastian dan kejelasan hukum dengan 

membatalkan SBKRI dengan melalui suatu ketentuan - ketentuan berupa Undang -

Undang agar supaya kedudukan maupun posisinya menjadi kuat serta tidak mudah 

untuk disimpangi sehingga timbul aturan yang jelas, dikarenakan peraturan 

sebelumnya mengenai pemberlakuan SBKRI berupa Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman maupun surat edaran jelas bertentangan dilihat dari tata urutan perundan~ 

- undangan sesuai TAP MPR No. IIlIMPRJ2000 dan salah satu cara deng~ 

menggadakan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. 

Selain itu juga Pemerintah segera melakukan tindakan yaitu melegalkan tentang 

TPvisi UU No. 62 tahun 1958 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia 

sehingga dapat menanggulangi masalah tersebut, melalui pembuktian warga negara 

Indonesia hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga saja 

dan tidak perlu adanya suatu kewajiban maupun keharusan memiliki SBKRI (Surat 

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ). 
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PER",TURAN iviENTERI KEHA,KiiviAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor : JB. 3/4/12 

TENTANG 

SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 

MENTERIKEHAKIMAN: 

Menimbang a. .bal)wa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan 
Presiden ~epublik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977. tentang 
Peridaflaran Penduduk perlu ditetapkan Peraturan Mente~i 
Kehakiman yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang sural 

h. 

Mengingat I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

.6. 

,-,,, 

bukti kewarganegaraan Republik Indonesi~: . 
. . 

bahwa· untuk lalu lintas sehari-hari diperlukan sura( bukti 
kewarganegaraan Repllblik' Indonesia dalam bentuk yang 
ringkas. jelas dan mudah dikenal oleh umum. 

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentan'g Kewarganegaraan 
Rcpuhlik Indonesia <Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113: 
Tambahan lembaran Negara Nomor 1647); 

undang-undang N.omor 4 Tahun 1969 ten tang Pe~yataan tidak 
berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang 
Persetujuim-Perjanjian antara Republik Indonesia dan Repuhlik 
RakYlit Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 17; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2891); 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 
18 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 {Lembaran Negara 
Tahun 1976 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3077); 

Undang-undang 'Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan 
Pemyatuan Timor TImur ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah . Tingkt I Timor 

' . Timur CLembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3084); 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tnhun 1971 tentang Pcmyataan 
. digunakannya ketentuan-keteilluan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk. Warganegara 
Republik Indonesia untuk menetapkan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat; 

Keputusan Pres·iden Nomor 44 Tahu" 1974 tentang Pokok­
pokok O·rganisasi Departemen. 

·~? I · 

i 

Menetapkan 

7. r.cp:Jt!!~:!!l Presiden Homor 45 Tahun 1974 tentang Susunan 
Organisasi Departemen:. 

8. Keputusan Presiden Nomor 5i Ta·hun·1977 tentang Pendaftaran 
Penduduk; 

MEMUfUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG SURAT 
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDO~ESIA 

Pasall. 

Setiap Warganegara Republik Indonsia.yang perlu membuktikan kewarganegaraannya 
dapat mengajukan permohonan kepada Mente.ri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Pasal 2. 

(I) Permohonan tersebut pada pasal I diajukiln kepada Menteri Kehakiman melalui 
Pengadilan Negeri atau Pewa·kilan Republik Indonesia dari tempattinggal pemohon. 

(2) Setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan NegeriiPerwakilan Republaik Indonesia mcmberikan 
laporan tentang jumlah permohonn SUfat bukti Kewarganegaran Repuhlik Indonesia 
kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan : 

a. bagi Pengadilan .Negeri Kepada :K~tua 'Pengadilan tinggi sclaku Koordinator 
Deparlemen Kehakiman di daerah. 

b. bagi Perwakilan Republik Indonesia k~pada Menteri Luar Negeri. '. 

Pasa13. 

Permohonan harus ditulis dalam bahasa di atas kerlas bermeterai cukup dengan dil2.m­
piri surat-sural yang menunjukkan bahwa ~on adalah Warganegara Repuhlik Indonesia. 

Pasai 4. 

(I) Dalam hal menerima permohonan Sural Bukli Kewarganegaraan Republik Indonesia 
Pengadilan Negeri alau Pewakilan Republik Indonesia memeriksa apakah semua syar.ll 
telah dipenuhi. . 

(2) Apabila ternyata pcmohon memenuhi syarat untuk diberikan Sural Bukli 
Kewarganegaraan Republik Indonesia meneruskan bekas permohonan pemohon 
kepada Menteri Keilakiman c.q. Direl;tur 1enderal Hukum dan Perundang-undangan 
diserlai dengan pertimbangan/pendapal seperlunya. 

PasaiS. 

(I) Kepada Pemohon yang lelah memenuhi persyaratan diberikan saw sunit bul::ti 
kewarganegaraan Republik Indonesia. 

(2) . Be!ltuk.Surat Bukli Kewarganegar..an Repuhlik Indonesia yang dimaksud dalam pasaI 
I adalah sepe.ni conloh terlampir. 

175 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Pemberian Status Kewarganegaraan ... WIDJANARKO



P1i5a16. 

( I) 8i:Jya administrasi hagi. pcnnohonan Sural Bukli Kcwagancgaraari Rcpuhlik Indo­
nesia adalah scbcsar Rp. 3.000.- (tiga rihu rupiah) yang harus dihayar oleh pemohon 
pada waktu mcngajukan permohonan. 

(2) Biaya tcrsebut pada ayat (I) dipcrgunakan untuk pcnyclcsaian administrolSi pada : 
L Pellgadilan Negeri Sebcsar Rp. I.OOO.- (scribu rupiah). 
h. Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 500.- (lima ralus rupiah). 
c. Oirektorat Jcnderal Hukum dan Perundang-undangan Dcpartcmcn Kchakiman 

sebcsar Rp. 1.500.- (serihu lima ratus rupiah). termasuk hiaya celak. 

Pasal 7_ 

Sural Bu!tti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan 
peraturan ini tidak mengiJrangi kekuatan pemhuktian dari Surai Bukti Kewarganegaraan 
yang diberikan leepada orang-orang yang telahmenjadi Warganegara R.!. berdasarkan Un­
dang-undang Nomor4 Tahun 1969. 

Pasa18. 

Pemegang sural· bukti. leewarganegaraan Republik Indonesia yang tidaklagimenjadi 
Warganegara Republik Indonesia harus mengembalikan Surat Bukti tersebut kepada Menteri 
Kehakiman me'lalui Pengadilan Negeri/Perwakilan ~epublik Indonesia setempat. 

Pas;d 9 • . 

Oengan diteapk3rinya peraturan Menteri Kehakiinan ini. ketentuan mengcnai 
pengcluarari surat keterangan kewarganegaraan Republik I ndonesia yang diatur dalam angka 
6 (enam) huruf a Surat Menteri Kehakiinan kepada Semua Kepala Pengadilan Ncgcri 
Nomor DTCI9I1 i -Tanggal I Juli 1969 tentang Penjelasan soal-soal Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. • 

PasallO. 

HaI"hal yang-be.1um cukup diatur di dalam peraturan ini diatur lebih lelijut dalam 
ketentuan-ketentuan t~rsendiri . . 

Pasalll 

Peraturan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Oitctapkan di : Jakarta 
'Pacta tanggal : 14 Maret 1978. 

MENTERI KEHAKIMAN 

!.t.d. 

.: Prof. Dr. Mochtar Kusumaalmadja. 
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SURAT EDAkAN MENTEIU KEHAKIMAN . 

NO. JHB 3/3/13 

. TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN 
NOMOR JB 3/4/12 TANGGAL 14 MARET 1978 

Jakarta, \0 juli 1978. 

KEPAO.A. Nomor . : JHB 3/31/3. 
Lampiran · : ·5 (lima) 
Peri hal .Pelaksanaan Pe~turan 

Menteri Kehakiman 
Nomor 18. 3/4112 
Tanggal 14 Marc:tI978. 

ITH. L SEMUA-KEPALli. PENGA­
OILAN NEGERI 01 INDO­
NESIA. 

SURAT EDARAN 

2. SE.MUA KEPALA PERWA­
KILAN REPUBLIK INDO­
NESIA Oi LUAR NEGERI. 

. Sehubiingan dengan Pcraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4112 tanggal' 14 Maret 
1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sehagai pelaksanaan dari 
Keputusan Presiden ~o. '52 Tahun 1977 tentang Pendaflaran Pcnduduk Khususnya pasal 
6. maka untuk maksud keseragaman penafsiran dan mempcrhincar pelaksanaan dengan ini 
k~mi bcrikan petunjuk-pctunjuk sebagai berikut : 

I . Dengan dikeluarkannya Peratural:\ Menteri Kehakiman tersebut di atas. Pengadilan 
Negeri/Perwakilan Republik Indonesia tidak dapal lagi mengeluarkan Surat 
Ketemagan Kewarganegaraan Republik Indonesi berdasarkan Surat Edaran Menteri ' 
Kehakiman NomorDT~/~""tanggal I Juli 1969 angka 6. 

..... ':' .. -. 
Surat-surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah terlanjur 
dikeluarkan setelah belakunya Per.1turan menteri Kehakiman too;cbut supaya dicabut. 

Pemegang surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang dicabut itu 
dianjurkan agar sesegera mungkin mengajukan permohonan untt-Ie mendapatkan SUf3t 
Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan petunjuk-pctunjuk ini . 

2. Oalam pelaksnaan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB. 314112 tanggal 14 Maret 
197~ Pcngadilan NegerilPerwakilan· Republik Indonesia benugas : 

2. 1. Menerima. permohonal) warganegara Repul1lik Indonesia yang ingin mcmiliki 
SUfal. Bukti Kewargariegaraan Republik Indonesia. selanjutnya disingkat 

. S.B.K.R.I. 

2.2. ' Meme~ksa kelengkapan dan kebenarar. surat-suratbukti yar.g dilampirkan di:llam 
surat permghomm. . 

2.3. Melegalisir semlla.salinanlphoto copy sural-surat hukti lersebut. 
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2.4. Mcncruskan tlctla.~ (lCffll()h()nan yang sudah Icngkap kcpada Menteri Kehakim;:n 
c.q. Dircktur Jendcral Hukum dan Perundang2-an c.q. Dircktur Tata Ncgara dun' 
Hukum Intcrnasional. 

2.5. Menyer~hkan S.B.K.R.I. yang dikirimkan oleh Departcmcn Kchakiman kepada 
orang yang bcrsangkutan sctclah yan!,! bcrsangkutan mcmbubuhkan tanda tangan 
dan sidik ibu jari tangan leiri pad a lempal yang sudah disediakan. 

Pc'mhuhuhan 'sidikjari dilakukan S:impai halas ruas pertama. 

2.6. Mclaporkan setiap 3 (liga) bulan jumlah permohonan S~B . K.R. 1. scsuai dengan 
bunyi pasal 2 ayal (2) pcrdluran Mcnlcri Kchakiman. 

, . 

~!¥,ran dihual menurut conloh pada Lampiran I. 

. _ 3. Unluk keseragaman dalam Sural ,Edaran ini dilampirkan conloh-conloh Sural 
Permohonan dn F.ormulir daftar isian masing-masing menurul ~ebuluhannya. 

Yailu lercanlum pada lamp:iran II. III. IV dan V. 

4. Unluk kcperluan S.B.K.R). se.tiap permohonan dihar'usKan ,mclampirkan pasfolo 
ukuran 4 x 6 sebilOyak 5 (lima) 'Iembar. 2 (dua) lembar dileruskan kepada Depaitemen 
Kehakiman dengan'dibubuhi nama yang bcrsangkulan. I (salu) Icmbar unluk daflar 
isian yang disimpan" pada Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia. I (satu) 
lembar daftar isian yang dikirimkan pada Departemen Kehakiman. 1 (salu) lembar 
u~luk arsip Pengadilan NegcrilPerwaki!,an Republik Indonesia. 

5. • Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan bcrkas permohonan dilemui kesulilan alau 
ierdapat kc;ragu-raguan. makahendaknya bekas 'pc;rmohonan dileruskan kepada 
Depanemen Kehuiciman diseltai penjelasan t~nla~g kesulilan atau kcragu-raguan yang 
dihadapi. 

6. Lampiran surat-surat bUkti yang disebutkan di dalam angka 9. 10 dan II di bawah 
ini adlaah syarat-syarat yang pada umumnya harus dipenuhi oleh pemohon. namun 
demildan apabila dianggap perlu Menteri , Kehakiman dapat memerintahkan agar 

- poemohon menambah .surat bukti yang diperlukan ,alaupun meminta kepada 
Pengadilan Negeri alau Perwakilan Republik Indonesia agar slatus kewarganeraan 
Repub:ik ludonesia pemohon diperiks:l kembaii.'~··' ''''' 

. . 
7. Oleh karena dalam rangka pemberian S.B.K.R.1. ini melipuli juga pcmeriksaan 

kembali sural-sural bukli Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah 
dikeluarkan. makl{ permohonan untuk memperoleh S.B.K.R.I.. ini dapat 
mengakibatkan pembatalan sesuatu Surat Catatan. Surat Keterangan ataupun sur;:t­
sural lain yang dapal membuktikan kewarganegai-aan Republik Indonesia orang yang 
bersangkutan. 
Apabila kepada Pengadilan NegerilPerwakiian Republik Indonesia diajukan surat-sural 
bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang menu rut penilaianlpemeriksaan 
lernyata tidak benar. hendaknya hal tersebul dil:lporkan kepada Departemen 

, Kehakiman diseltai reftimbangiui dim peodapat pengadilan Negeri/Perwakilan 
Republik Indonesia. ' 

8. Sur~t Eilktl Kewarganeganian Republik Indonesia h~nya diberikan kcpada 
warganegara Republik Indonesia yang berumur sekurang-kurangnya 5 {ahun sebagai 
sarana pembuktian yang praktis dan mudah d'iketahui oleh umum. 

'''0 

9. Olch kOlrcn:! cilra mcmpcrolch dOln dasar hukum mcmpcrolch kcwarganegaraan 
Rcpuhlik Indunesia itu tidak sarna, hagi masing-masing pc",ohon. maka perlu 
ditcgaskan syarat -syarat/hukli-hukti apa yang harus dilampirkan pada surat 
pcrmohoiian untuk merncperolch S.B.K.R.I. 

Di bawah ini dihcd;:kan wargancgara Rcpuhlik Indoncsia menurut carOl 
memperolehnya dan diperinci surat-surill yang dipcrlukan untuk memperolch 
S.B.K.R .1. 

9. 1. Orang menjadi warganegara ~cpublik Indonesia karena naluralisasi ex Undang­
undang No. 3 Tahun 1946. 

9.1. 1. Salinan/photo copy Undang-undang lentang naturalisasi orang yang 
bcrsangkutan . 

9.1.2. , Salinanlphoto copy Petikan Aktc Kclahiran. 
Apabila Petikan,Aklc Kelahiran lidak mungkindiperoleh sebagai gantinya 
dapat dipergunakan Akle Kenai Kelahiran. 

9.1 .3. Photo copy Kaltu Tanda Penduduk. 

9.1.4. Daflar Isian terscbUI pada Lampiran III yang tclah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. ' 

9.2. Isteri orang lcrscbut pada angka 9.1 . 

9.2.1. Salinanlphoto copy Petikan Akti: Kelahiran. 

Apabila Pelikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperolch. dapat 
\lipergunakan akle Kenai Kelahiran. 

9.2.2. Salinanlphoto copy Undang-undang lenlang naturalisasi suaminya. 

9.2.3. SaliAOnlpho(o copy Petikan Alae Perkawinan at au surat-surat lain pada 
umumnya yang dapat dipakai untuk membuktikan adanya perkawinan. 

9.2.4. POhoto copy Kaltu Tanda Penduduk. 

9 .2.5. Daflar (sian ter~but pad a Lampiran III yang ~e.lah diisi oengan lengkap 
dan benar o!eh pemohon. 

9.3. Anak sahldiakui secara sah dari orang tersebut angka 9.1. yang belum berumur 
21 tahun dan belum kawin pada saat orang tuanya memperoleh kewarganegaraan 
Republik Indonesia 'dan yang lahir sesudahnya. 

9 .3. 1. Salinanlphoto copy Undang-undang tenlang naturalisasi orang-tuanya. 

9.3.2. Salinanlpho(o copy Pelikan Akte Kelahiran. " 

9.3.3. ' Salinanlphoto copy Petikan Akte Peikawinan orang luanya (apabila 
pemohon anak sah). 

9 .3.4. Photo copy Kaltu Penduduk. 

9.3 .5. Daftar Isian tersebut pada lampiran III yang lelahdiisi dengan lengkap 
-danbenar oleh pemohon. 

9.4. Warganegara Republik Indonesia ,karena pemah menyatakan keterangan memilih 
kebangsaan Indonesia pada masa opsi berdasarkan pasal 3 Persetujuan Perihal 

• .,n 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Pemberian Status Kewarganegaraan ... WIDJANARKO



9.5. 

Pembagian Warganegara an lara R.I.S. dan Kerajaan Belanda (seianjutnya 
disingkat P.P.P.W.N.). .. . " . 

9.4.1. Salinanlphotocopy Sural Catalan Pernyalaan Kelerangan memilih 
kebangsaan Indonesia atas nama orang yang bersangkutan. 

9:4.2, SalinanljiholO. copy Petikan ute Kelahiran. 

9.4.3. Photo copy Kartu Penduduk. 

9.4.4. Dafur Isian .Iersebul pada Lampiran III yang lelah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. 

ISlerl" orang tersebut pada angka 9.4. 

9.5.1. Salinanlphoto copy Petikan Akle Kelah~ran. 

·9:5.2. Salinan/photo copoy Catalan Pernyataan Kelerangan memilih 
, kebangsaan Indonesia atas nama suaminya. 

9.5.3 .. Salinarilphoto copy Pelikan Akte Perkawinan. 

9.5.4 . . Photo copy Kartu Tanda ?enduduk. 

9.5.5 . .. Dafur Isia~ iersebut pada 'Iampiran III yang telah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. . . . 

9.6. 'Anak sahldiakui secara sah dari orang tua tersebut anglia 9.4. yang pada tanggal 
27. Desember 1949 belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta anak-anak 
yang lahir sesudah tanggal ~ersebut. 

9.6.1. . Salinanlphoto·copy Petikan Akte Kelahiran. 

9.6.2 . . Salinanlphoto copy Surat Catatan pernyalaan Kelerangan memilih 
kebangsaan Indonesia dari orang tuanya. . 

' .9.6.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya (apabiJa 
pemohon anak sah): 

9.6.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk. 

9.6.5. Daftar Isian lersebul pada Lampiran 1II"yang telah diisi dengan lengkap 
dan beilar oleh pemohon. 

9.7. Laki-Iaki a~-;-wanila ex Kaulanegara Belanda keturunan asing. bukan subyek 
Perjanjian Dwikewarganegaraan Republik Indonesia - Repablik Rakyat 
Tiongkok yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah berumur 18 tahun atau 
sudah pemah kawin. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan 
pasal I huruf a Undang-urwlang No. 62 Tahun 1958 jo. pasal 5 P.P.P. W.N.). 

9.7.1. ·Salinanlphoto cupy Pelikan Akte Kelahiran alau surat-surat lain yang 
pada umumnya dapal dipakai untuk membuklikan kelahiran. 

9.7.2. Sa1inanlphoto copy Pelikan Akte Perkawinan atau surat-surdt lain yang 
pada umumnya dapta dipakai u~luk niembuklikan adanya perkawinan. 

9.7.3 . . Sural keterangan dari Kantor Imigrasi setempal yang mcnerailgkan bahwa 
yang bersangkutan tcrdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang Asing. 

9.7.4. Photo copy Paspor Repuhlik Indonesia ·aiau. dari ' i1egara lain yang 
,. . ·dimilikL; · . 

-.' :;,,"~.1 

: ~}:;·I 
.:",," 

. .,.".-. 
::..:..: 
,,; ...; 

>"i.':', 
9.8. 

9.7.5 . . PhOIO copy Kartu Tanda Pcndud ... k. 

9.7.6. Daflar isian lersebut pada Lampir.;n IV yang telah diisi dengan .Iengkap 
.dan benar oleh pemohon. . 

Istcri o~rig tcrscbut pada a·ngl-a 9.7. yani Pen:awinann#dilakukan tanggal27 
Desember 1949. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia: berdasar'"al) pasal 
I huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo pasa" 10 P.P.P.W.N.). 

.9.8.1. Salinanlpholo t:opy Petikan Aktc· Ke1ahiran atau surat-surat yang pada 
umumnya .dapat dipakai unluk· membuklikan kelahiran. 

9.8.2. SalinanlphQt~ <-"Opy·Surdt Bukli Kewarganegaraan Republik Indonesia 
alas nama·suaminya. 

Apabila ·s~aminya tidal;. memiliidsu~l &eisebul maka surat-surallersebul 
pada angka 9.7.1. sampai dengan 3!1gU 9.7.5. aw-nama suaminya nams 
dilampirkan. . ' . ... . . . 

9.8.3. Salinanlphoto copy. surat ~emalian suaminya. apabila suaminya sudah 
meninggal dunia alau surat perceraian apabila pericawinannya terputus 
karena perceraian. 

9.8.4. PholO copy KartiJ Tanda Pendudtik . . · 

9.8.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran IV yang lelah diisi dengan lengkap 
dan beriar oleh pemohon: ' . . 

9.9. Laki-hiki atau wanita ex Kaulanegara B~landa Keturunan asing bukan subyek 
. Perjanjian Dwikewarganegaraan Rep'ubfik . Indonesia - Repuh'liI, Rakyal 
. liongkok yang pada tanggal i7 DesCinbcr .1949 belum bCrumur 18 lahun dan 

bclum kawin. . 

(Menjadi Wargar.egara Repuhlik Indonesia beroasarican pasa! I huruf a Undang­
undang No. 62 Thaun 1958 jo. pasal 8 dan 9 P.P-P.W.N.). 

9.9. 1. Salinanlphoto coy Petikan Akte Kelahiran atau sural-surat lain yang pada 
umumnya dapat dipa~ai untuk membuktikan· kelahiran .. 

t ·· • . :, ,~ • • • - :--

9.9.2 . . Salinanlpholo copy Sural Bukti Kewargariegaiaan Republik Indonesia 
alas nama ayah yang bersangkulan (khusus bagi yang orang luanya 
lermasuk ex Kaulanegara Belanda dan dalam masa opsi tidak menolak 
kebangsaaan Indonesia). 

Apabila surat lerse~ul tidak dimitiki malea surat-sural dimaksud p3da 
angka 9.7.1.. sampai dengan anglea 9.7.5 •. alas nama ayah 'yang 
bersangkutari hams dilampirkan. 

9.9:3. Salinanlpholo copy Sural Kemati~ .aYah.nya. (apabila telah meninggal 
dunia). .. . 

9.9.4. Photo copy Kanu Tanda Penduduk. 
.' . 

9.9.5. Dafiar is ian lersebul pada Lampiran IV yang telah diisi dengan Iengkap 
dan bernir oleh pemohon. : . . . . . . . ' . . 

9.9.6. S~ral kelc;"rigan dari Kanl~r Imi~i sel~~~at ;~g menerangkan 
bahwa orang yang bersangkutan lerdaftai atau lidak tenfaftar sebagai 

Uti 
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orang I!sing (khusus bagimerei..a yang oiang IU:::::;:: b::~:l:: ex 
kaulanegara Belanda). 

9.10. Anale sah orang lersebul pada angka 9.7. yang lahir pada langgal 27 Desember 
1949 atau sesudah langgallersebul. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia 
berdasarbn pasaJ I huruf b jo. pasal VIII Peraluran Penulup Undang-undang 
No. 6~ Thaun 1958). 

9.10.1. Salinanfpholo copy Pelikan Akle Kelahiran atau sural-sural yang pada 
umumnya dapat dipakai' unluk membuktikan kel;lhiran. 

9 .10.2. Salinarilphoto copy Surat Bukli Kewargar.egaraan Republ ik Indonesia 
· alaS nama ayahnya. apabila surat tersebut tidaklbelum dimiliki maka 

sural-surat dimaksud pada anglea 9.7.1. sampai dengan angka 9.7.5. alas 
'lama ayab yang bersangkutan harus dilampirkan. 

- .- . . 
• 0' 9 . 10.3. 'Phoco copy Kartu. Tanda Pend~duk. 

. 9.10.4. Daftar Isian tersebut pad a Lampiran IV yang lelah diisl dengan lengkap 
. . . dan benar oleh pemohon. .. ' 

9.11. Anak sah orang lersebut pada angka 9.9. (Menjadi Warganegara Republik In· 
donesia berdasarlcan pasal I huruf b jo. pasal VIII Peraluran Penulup Undang­

' . unda.ng No • .62 Tabun 1.958). 

9 .11.1. Salinanfphoto copy Pelikan Akle Kelahiran alau sural-sural yang 'pada 
. . umumnya dapal dipakai untule membuktikan kelahiran. 

9:1 L2. Satininlphoto copy Surat Bukli Kewarganegaraan Republik Indonesia 
alas nama ayah yang bersangkulan. Apabila sural lersebul lidaklbelum 
dimiliki malea sural-sural d imaksud pad a angka 9.9.1. sampai dengan 

· angka 9.9 .3. alas nama ayahnya harus dilampirkan. 

9.11.3. Salinanlphoto copy 'Surat Kemalian ayahriya (apabila lelah meninggal 
duRia). 

9.11.4. Phoco copy Kartu Tanda Penduduk. 

·····'9.:rlS · ooGir Isian tersebut pada Lampiran IV yang lelah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. . 

9.12. Anak angkat yang memperoleh kewargariegaraan Republik Indonesia 
berdasarbn pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958. 

9.12.1. Salinanlpholo copy. Pelikan Akle Kclah ir.m. 

9. 12.2. Salinanlphtoo copy Akle NOlaris lentang pengangkalan anak yang 
basaitgkutan. '. 

9.12.3. Salinanipholo copy Penetap~n Pengadilan Negeri yang mcnyalakan sah 
pengaogkalaa anak yang bersangkulan. 

9.12.4. Salinanlpholo copy bukti kewarganegaraan Repuhlik 'Indonesia orang lua 
aogkal. 

9.12.5. Photo copy Kartu Tanda Pend'uduk alau Keleran'g:m benempal linggal 
· dari Lurah alau Carnal setempal. 

J 

I 

J 

9.13.0r:!n!! yang rr.empcroleh I;ewarg anegar<l3n Rer~olil; Indonesia kare n3 
pcwargancgaraan berdasar'-an pasal-Ilasal J. 4. 5. 6. dan pasal V PcralUran 

. Per~lihan Undang. undang No. 62 Tahun 19S1!. 

9 . 13 .... Salinanlpholo copy Pelikan Akle Kelahiran 

Apabila Pelikan Akle Kelahiran lidak mungkin diperolch sehagai 
ganlinya dapal dipergunakan Akle Kenai' Kelahiran. 

9 . 13.2. Saliruinlpholo copy Pelikan Kepulusan Presiden Republik Indonesia atas 
nama yang bcrsangkulan. 

9 . 13.3. Sal inanlpholo copy Beril~ Acar.J Sumpah ~Ias nama yang bersangkulan .. 

9 . 13.4. Salinanlpholo copy Kepulusan Menleri Keh'akiman alau Pcne,apan 
Pengadilan Ncgeri lenlang pcrubahan nama ala\J Sural Pernyataan Gant i 
Nama. (apabila lelah m.~ubah namanya) . 

9 . 13.5. Pholo copy Kartu Tanda Penduduk . .. ' 

9 . 13.6. Oaf tar Isian lersebul pad a Lampiran V yang telah diisi dengar, 'lengkap 
dan benar oleh pemohon. 

9 . 14. Wanita asing yang k:iwin deng:!n warganegara Republik Indonesia (Memperoleh 
kewarganegaraan Republik Indonesia karena menyalakan kelerangan herdasar'-an 
pasal 7 ayal (l) jo. pasal II Peraluran Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 
1958) . 

9 . 14. 1. Sural Calalan Pernyalaan kelerarigan memperoleh kewarganegaraan 
Republ ik Indonesia yang dibual menurul conloh Formulir I Sural Edaran 
Menteri Kehakiman lertanggal. 30 September 1958 No. lB. 311 66122. 

9 . 14.2. SalinanlphOlo copy Pelikan Akie Kelahiran. 

9 . 14.3. SaJinanlphoto copy Pelikan Akle Perkawinan. 

9 . 14.4. Pholo copy Surat Bukli Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 
suaminya. 

9 . 14.5. Surat· bukti' p<!h~a selelah memperoleh kewarganegaraan Republik In­
donesia wanila lersebullidak mempun}ai kewarganegaraan lain. 

TIdak mempunyai kewarganegaraan lain ilu dapal disebabkan oleh salah 
salU hal sebagai berikut : 

9. 14.5. 1. Menjelang saal dinyalakan keterangan at:,u menjelang waktu 
salU tahun 'setelah berlakunya Undang-undang No. 62 Tahun 
1958. wanila iru telah melepaskan kewarganegaraan asalnya 
menurut ketenluan perundang-undangan dari negara yang 
bersanglculan . hal mana dapat 'dibuktikan dengan surat 

. keterangan dari Pe~a:ilan negara lersebut. 

Khusus unluk warganegara Republik Rakyat Cina sernentara 
belum ada pencairan hubuilgan diplcmatik dengan Republik 
Rakyat Cina dzpal dilampirkan Sliral Pernyalaan mclepaslcan 
kewarganegaraan Republik Rakyal Cina yang dibual dan 
ditanda tangani oleh 'wanila yang bersangkulan .. 

IO~ 
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9.1~.5.2.. Menurut ketentuan hukum dari negara 2salnya wanita itll 
secara otomatis akan kehilangan kewarganeg6raan asalnya 
apabila me~'peroleh kewarganegaraan lain (i.c. 
Kewarganegaraan Republik Indonesia) hal mana .dapat . 
dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Negara 
yang bersangkutan. . 

9.14.5.3. Wanita itu lidak" me~Pllnyai kewarganegaraan (stateless) hal 
. mana dapat dibuktikan dengan SUral keterangan dari Kantor 
Direktorat lenderal Imigrasi. . . 

9.14.6. Surat keterarigan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan 
bahwa suami wan ita yang bersangkutan tidak pernah melepaskan 
kewarganega:aan 'R~publik Indonesia dalam waktu sati! tahun setelah 
dilangsunglcan perleawinan . . 

9.14,7. Photocopy Dokurnen Imigrasi atau 'surat keterangan dari Kantor Imigrasi 
yang membuktikan bahwa sebelum kawin wanita itu adalah orang asing 
atau bukti pencabutan surat-sural tersebut 

9.14.8. Daftai-Isian tersebut pada Lampiran III yang telah 'diisi dengan lengkap 
. . " dan .benar oleh ·pemoho!l. . . 

9. 15. Wanita asing yang kawin dengan warganegara Republik Indonesia (Menjadi 
Warganegara Republik Indonesia karena memperolehnya secara pasif 

.' berdasarlean pasal.7J2) jo .. pasal.llPeraturanPeralihan Undang-undang No. 62 
. Tahun 1958) . . . ' '.' . . ",' . . ..... . . ' . " . 

. . .... , . 
. 9.15.1. Salinanlphoto -copy Pelikan Aktc: Kelahiran. 

9.15.2. Salinanlphoto copy Petikan Akte Perkawinan. 

9.15.3. Sural bukti bahwa menjelang satu .tahun setelah perkawinan 
'dilangsungkan atau menjelang ~atu tahun setelah berla!:unya Undang­
- uridang No. 62 :rahun · 1958, wanita itu . !idak mempunyai 

kewarganegaraan lain. 

,";';; Surat bukti itu dap.t berupa salah'!siitiild'seblii dibawah ini: 

9.15.3.1. Surat Ieeterangan dari PerwakililO Negara asal wanita yang 
bersangkutan menerangkan bahwa wanita itu telah melepaskan 
Ieewarganegaraan asalnya. 

9. 1 5.3.2.. S~rat keterangan dari Perwakilan Negara asal wanita yang 
bersangkutari yang menerangkan bahwa menu rut ketentuan 
hulenm dari negara itu. wanita tersebut otomatis kehilangan 
Ieewarganegaraan lain (i.e. kewarganegaraan Repablik Indo­
nesia). 

9. 15.3.3. SUral keterangan d<:ri .Kantor Direktorat Jeriderallmigrasi yang 
menerangkan bahwa wanita ·yang bersang!cutan adalah 
'termasuk orang yang'tidak me~punyai kewarganegaraan. 

", 9.1 S.4. -Photo copy Surat Sukli Kewarganegardan. Repub!ik Indonesia suaminya. 

',. ,' , 9.15.5.' Surat. k.,erangan,·dari Pengadilan 'Negeri selempat yang menerangkan 
bahwa suami wanita yang bersangkutan tidak pernah melepaskan 

.. :..:.~.: "* 4 

'· ~J"'''l 
. . .. 

.;.; ... . 

~ 

I 

kcwargancgarolan Rcpublik Ir;donesia dalam wa!u sa'll tahun selelah 
dilangsungkan pcrkawinan. 

9.1'5.6. PhlOO copy Dokurnen Imigrasi atau surat kctcr.lOgan ·dari Kanlor Imigrasi 
. yang membuktikan bahwa sebclum leawin wanita itu adalah .orang asing. 

9. 15.7. Photo coPy Kartu Tanda Penduduk. 

9.15:8. Daftarl~ian tersebut pada Lampiran III yang'teiah diisi dengan lengkap 
. ~an benar olch pcmoho~. 

9.16'. Wanitadalam perkawinan yang ikut memperoleh kewarganegaraan Republik In­
donesia yang dldapat oleh suaininya (Menjadi Warganegara Republik Indone­
sia berdasarlean pasal 9 ayat (I) Undang-u~ang NOrnor 6~ Tabun 1958). 

. 9.16.1. Salinanlphoto copy Petikan Akte Kelahiran. 

9.16.2. Salinanlphoto coPy Pelikan Akte Perka~inan . 

9 . 16.~ . Photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia suaminya 
(misalnya Petikan Keputusan Presiden Republik IndOnesia lentang 
pengabulan permohonan nalUralisasi serta Berita Acara Sumpab, -Sural 
Catatan dU.). . . 

9. 1'6.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk. 

9. 16.5. Photo copy Dokumen Imigrasi yang pemah di.miliki (misafnya Surat 
Tanda Penerimaan. Surat Kelerangan P~nduduk. Paspor asi!)g). Apabila 
sudah dicabul oleh inslansi yang bersangkutan 'cukup dilampirlean bukti 
pcncabutannya . 

9.16.6.· Photo copy S.T.M.D. (Sural Tanda Melaporkan Diri) dari polisi. Apabila 
tdah di~abut cukup dilampirkan bukli pencabutannya. 

9.16.7. Oaf tar Isian tersebul pada Lampiran V yang telah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. 

9.-16.8. Surat keterangan yang membuktikan bahwa wanita tersebu( setelah 
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. tidak memiliki 

. kewarganegaraan lain. . .. , . , ... . 

Tidak memilild kewarganegaraan lain ilU dapat dibuktikan dengan salah 
satu surat tersebul pada arigka 9.15.3.1. sampai dengan angka 9.15.3.3. 

9.17. MemperoJeh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang 
disebabkan oleh atau ak:bal perkawinannya kehilangan kewarganegaraan 
Republik. Indonesia. (Menjadi Warganegara Republile Indonesia karena 
rnenyalakan keterangan berdasarkan pasal II Undang-uridang No. 62 Tahun 
195,8.). . 

9.17. L SalinanlphotIJ copy Petikan Akte ·Kela~iran. 

9.I7.i . Salinanlphoto copy Petikan Akte Percer,;ian (~pabila perkawinannya 
terputus kan:na perceraian) at au l'alinanlpho(o' 'ocpy Petikan Akte 
. Peckawinan dan . salinanlphoto copy Petikan Akte Kematian suamiJ 
isterinya (apabila perkawinanora lerputus karena·leemalian). 
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. 9.17.3. SuratCaiatan Formuiir I( Lampiran Surat Edar.m Menteri i<ehakiman 
tanggal 30-9-1958 1'\0. 11.3/166/22 .. 

Pemyataan Ict:terangan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik 
Indonesia. 

9.17.4. Surat keterangan dari .PemerintahlPerwakiian Negara .asalnya yang' 
• menerangkan bahwa orang yang bersangkutan telah melepaskan 

kewarganegaraan asalnya atau yang menerangkan bahwa orang yang 
. bersangkutan secara otomatis kehilangan kewargimegaraannya apabila 

memper6leh kewarganegaraan lain (i .e. kewarganegaraan Republik In-
don·esiz). · . 

9.17.5. Suratyang m~mb~ktika~ bahwa wanita atau laki-Iaki yang bersangkulan 
pemah merililiki kewarganegara3l1Rejmblik Indonesia yang kemudian 
hilang akibat berlakunya ketentuan-ketentuan apsal 8 jo. pasal II 
Peraturan Peralihan. pasal 9 ayat (2). pasal 7 ayal (2) dan .pasal 10 ayal 
(2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958. ". . . 

Surat dimakSiJd diatas dapat berupa salah salU surat seperti tersebut 
dibawah ini : 

9.17.5.1. Sural" Calalan P.ernyalaan Kelerangan melepaskan 
kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 8 jo. 
pasal 11 Peraturan Peral ihan atau berdasarkan pasal 7 ayat (2) 

. Undang-undang No. 62 iahu~ 1958. 
" . ,' .. .. ' . . 

9.17.5.2. Surat keterangan dari Perkawilan Republik Indonesia di luar 
negeri atau dari Kantor.lmigrasi yang mencrangkan bahwa or­
ang yang bersangkutan kewarganegaraan Republik Indonesia. 
berdasarkan pasal 9 ayat (2) atau pasal 10 ayat (2) Undang­
undang No. 62 Tahun 1958. 

9.17.5.3. Berita Negara yang memuat pengumuman tentang kehilangan 
kewarganegaraan Republik In'donesia bagi orang 'yang 
bersangkutan (apabila s~dah diumumkan). 

9."1"7.5.4. Salinanlphoto copy Petikan Keputusan Presiden Rept:blik In­
donesia yang menyatakan hilangnya kewarganegaraan 
Republik Indonesia suami wanita yang .bersangkutan. 

9.17 .6. ~hoto copy Kartu Tanda Penduduk (apabila yang bersangkutan bertempat 
.tinggal di Indonesia). . 

9.17.7. Oaf tar Isian tersebut pada ·Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap 
. dan benar olch pemohon. . 

9.18. Anak yang ikut memperoleh .kewarganegaraan Rcpublik Indonesia yang d:dapat 
\lleh orang tuanya. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 
13 Undang-undang No. 62 Tahun 1958). 

9.18.1. S~iinarJphoto copy"etikan Akte Kel2.hiran . . 

9.18.2. Salinanlphoto copy Pelika~ Akte Perkawinan orang tuanya (apabila anak 
sah). , ' . 

' J_~..a . '-~"'J . .... :...- .. . ..... 

~.~: -
; ' f.....­

..... :~ 

::- ) 
. ~ . 

9.11i.J. Salinan!pho<o copy hukli kcwargancgaraan Repuhlik Indonesia alas 
. nama'ayahnya (apabila anak sah) atau ·ibunya (apabila anak luar kawin). 

Jika bukli tersebut berupa pelikan Kepulusan Presiden harus dilampirkari pula 
.. s;lIinan Berita Ac·ara.Sumpa!i yang bersangkutan. . 

9 .18.4. Surat keterangan tentang tempat tinggal dari Lurah ata~ Camat sctempal. 

9.18.5. Photo copy Dokumen Imigrasi yang pemah dimiliki berupa S.T.P. (Surat 
Tanda Penerlmaan) atau S.K.K. (Surat Keterangan Kependudukan) atau 
K.I.M. (Kartu Izin Masuk). . 

Apabila telah di.:abut oleh ·instansi }'ang bersangkutan cukup dilampirkan 
bU,kti J>Cncabutannya. · . 

9 .18.6, Photo copy S.T.M.O. (Surat Tanda M.elaporkan Diri) dari Kepolisian. 

Apabila telah dicabut oleh instansi yang bersangkutan cukup dilampirkan bukti ' 
pencabutannya. . 

9.18.7. Photo copy Kartu Tanda Penduduk' bagi yang telah wajib memilikinya. 

9.18.8. Oaftar Isian tersebut pada L;lmpiran V yang·te1ah diisi dengan lengkap 
dan benar o\Ch pemohon. 

9. 19.0rang yang telah menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan 
keterangan memperoleh kewarganegaraan itu berdasarkan pasal 16 Undang­

undang NO.·62 Tahun 1958 . 

9.19. \. Salinanlphoto copy 'Pelikan Akte ·Ke1ahiran. 

9.19.2. Sural Catatan Pernyataan Kelerangan memperoleh kewarganegaraan 
Repuhlik Indonesia berupa Formulir III lampiran Surat Edaran r~lenteri 
Kchakiman tanggal 30-9-1958 No. 1.B.3JI66/22. 

9.19.3. Surat yang membuktikan bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan 
Republik Indonesia orang yang bersangkulan tidak mempunyai 
kewarganegaraan lain. Surat itu dapat berupa salah satu surat seperti 
tersebul dibawah ini : 

9.19.3. \. Surat keterangan dati PemerinlahIPerwailan Negara asalnya 
yang menerangkan bahwa orang yang bersangkulan tehih 
melepasRan kewarganegaraannya menjelang sal pemyalaan 
kelerangan dilakukan. 

9.19.3.2. Surat .kelerangan dari Perwakilan Negara asalnya yang 
menerangkan bahwa orang yang bersangkutan secara otomatis 
kehilangan kewarganegaraannya apabila memperoleh 
kewarganegaraan lain (i .c. kewarganegaraan Republik Indo­
nesia).-

9.19.4. Surat yang membuktikan bahwa ayah (apabila yang bersangkutan adalah 
anak ~ah atau anak y&ng diakui) alau ibunya (apatiila yang bersangkutan 
'adalah anak luar kawin) pernah ' kihilangan alau melepaskan 
kewarganegaraan Republik Indonesia. surat ilU dapat berupa salah satu 
SUr2t se~ tersebut dibawah ini : 
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' 9.19.4.1. Surat Catatan Pemyataan keterangan melepaskan kewarga. 
negaraan Repub(j(( Indonesia berupa Fodnulri II lampir-an 

, Surat Edaran Menteri Kehalc:iman tanggaI30-9-1958 No. J B.31 
166/22 atal; nama ayahatliu ibu orang yang bersangkutan. ' 

. 9_19_42 Surat Ic:eterangan dari Perwakilan Republik Indonesia atau dari 
. Kanior Imigrasi yang menerangkan bahwa orang yang 

" " , bersangkutan'jjienjadi orang Ising kluena kehilangan 
- , 'kewarganegaraan', Republik Indonesia berdasarkan pasal '15 

Undang-undang No. 6~ Tahun '1958. " 

9.i9.4.3. ·BeritaNegara yang inemuat pengumuman tent~ng hilangnya 
kewarganegaraan Repubiik Indonesia,ayah atau ibu orang yang 

....: ::be~angkutan.' :, : 

. ,' 9.19.4_.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia ya,ng menyatakan 
, ' hilangnya ' kewarganegaraan ayah/ibu orang yang 

. bersangkuta~" . . 

',.9.. ,19.5. Photo mpy' ~artu 'farida Pend\lduk(apabila orang yang bersangkutan 
, . benemPat tinggal di Indonesia). ' , ',' 

.. : " ,' .. ... 
9.19.6., Dafl3!' (sian tersebu: pada ,Lampiran III yang telah diisi dengan Iengkap 

" . .dan~ o~ehPemohoit. ' ' , ' 

, 9.20 .. 0rang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan 
keterangan memperol,ch kcmbali kewarganegaraan itu ,~rdasarkan pasal 18 ayat 
(I) Undang-uodang No. 62 Tahilll 1958 jo. Undang-undang Nci. 3 Tahun 1976. 

" 

. 9.iO.LSalinaDtphoto copy Petikan Akte' Kelahir."n pemoh~~. 
' .. : . , .- • • _ ' . " . f 

9.20.2. Surat Catatan Pemyataan Keterangan memperoleh kembali kewar­
,, ' . ga.negarun Republik Jndqnesia berupa Formulir IIlampiran Surat Edaran 

" , - Menta(Kehakiman tanggal)O-9-1958 No. JB., 3/166/22. 
:, . _ . . .' . . ' .. " . :. . ; 

9.20.3. SalilWlfphoto copy PetikanAkte Perkawinan" , 

'9 .20.'CP~~t~ COPY Kanu Izin Masuk atau bukti pe'ncabutannya. 

9.20-5.' Bukti bahwa orang yang bersangkutan pemah menjadi warganegara 
'- 'Republik Indonesia dan kewarganegraan itu hHang karena berlakunya 

ketenllAn pasal 17 huru"f k Undang-undang No. 62 Tahun 1958. 

Bukti tersebut dapat berupa: 

, 9.20-5_.1. Surat,keterangan' dari Perwaldlan Republik Indonesia di luar 
. ' . negeri atau Kantor Imigrasi setempat yan'g menerangkan 
" ' . bahwa orang tersebut menjad, orang asing karena kehilangan 

kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkar. pasal i 7 
hurufk. 

,', ' ;,~0-52aenia N,egaraYilng. mcmuatpengumumilJ'i tentang hilangnya 
, ~... ,' , . ,kewarganegaraan .. Republik , Indonesia orang yang 

" ~ ~";;': ~~ ;;; ~;: •• ':;/; (" , :~>,~gkut8ri., : ;,. : ; ." .: ::-!~ " , 
9 .20.6. PhOlOmpy Kanu Tanda Penduduk> , 

" R~ 

-~~ 

"-:':~ I ' 

:~,J ,., ' 
.t",-.~ 

.. ~ ..... ' 
~.~ .. 

1 

" " / .~. -; 

';;""!;" • 

I 

9.20.7. Daftar Isian tersehut pada Lampiran III yang telah diisi dcrigan Icnfklip 
dan benar oleh pemohon. 

9.21. Wanita asing yang kawin d~ngait warganegaca Republik Indonesia antara tanggal 
27 Desember i 949 sampai tanggal ' I Agustus 1958 (Menjadi Warganegara 
Republik Indonesia berdasarkan pasal I Peraturan Pecalihan Undang-undang No .. ' 
62 Tahun 1958). ' 

9.21.1. Salinanlphoto copy Petikan Akte Kelahiran. 

9.21.2. Salinanlphoto copy Petikan Akte Perkawinan, 

9.21.3. Salinanlphoto copy Petikan , Akie Surat Ketelapan Menteri Kehakiman 
yang memperlakukan wanita tersebut sebagai 'warga neg:lra Republik 
Indonesia. 

9.21.4. Surat keterangan dari Kantor Imigrasi yang meilerangkan bahwa wanita .. ' 
yang bersangkutan lidak terdaftar sebagai ,orang asing atau Surat 
keterangan dari Perwakilan Negaca asalnya yang menei-angkan bahwa 
wanita yang bersangkutan tidak lagi rnenjadi warganegara negara 
terseouL 

9.21.5. Salinan/photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia 
suaminya. 

9.21.6. Daftar isian tersebut pad a Lampiran IH yang telah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. , 

9.22. Wanita yang' menjadi warganegara Repub'rik Indonesia karena menyatakan 
keterangan memperoleh kewarganegaraan Republilc Indonesia berdasarkan pasal 
III Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 1958. 

9.22.1. Salinanlphoto copy Petikan Akte Kelahiran Pemohon. 

9.22.2. Sural Catatan Pcrnyalaan keterangan rnemperoleh kewarganegaraan 
Republik ,Indonesia berupa Formulir Ii lampiran Surat &laran Menteri 
Kehakiman tanggal 30-9- 1958 NoJB.3/166122. 

9.22.3. S~linanlph6to copy Petikan Akte Perceraian {apabila pcrkawinannya 
terpulus karena perceraian) atau salinan/photo ~opy Petikan Akte 
Kematian dan salinanlphoto copy Petikan Akte Perkawinan (apabila 
perkawinannya terputus karena suarninya rneninggal). ' 

9.22.4. Pholo copy Kartu Tanda Penduduk. 

9.22.5. Danar lsi an tersebut pada Lampiran 11/ yang tclah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. . 

10. Warganegara Republik Indonesia berdasarlcan Undarig-cndang NO. 4 Tahun 1969. 
Berikut ini diperind siapa-siapa yang warganega.-a Republik Indonesia dimaksud di 
atas 'serta sural-surat bukli yang harus dilampirkan untuk mempcroleh S.B.K.R.I. 

IO.1.0rang :aki-Iaki yang menjadi warganegar;t' Republik Indonesia karena 
menyalakan keterangan oengan FomlUlir UiA. 

10.1.1. Pholo copy Formulir lilA. 

10.1.2. Salinanlphoto copy Petikan Akle Kelahiran. 
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i n. l.:!. SalinanlphotG copy PetikiHl Alae Pcrk:!w:nan/Pcrcera:an. 

10. 1.4. Pholo copy Kartu Tanda Penduduk . 

10. 1.5. Daflar Isian lerschul pada Lampiran III yang lclah diisi lengkap dan 
benar oleh pcmohon. 

I 0.2. A~ak orang lersehul pada angka 10.1. 

10.2.1. Salinanlpholo copy Pelikan Akle Kelahiran. 

10.2.2. Pholo copy S.B.K.R.1. alas nama ayahnya. 

. Apabila ayahnya lidak memiliki sural .lerseout maka syarat-syarilt 
dimaksud pad a angka. 10.1.1. sampai dengan angka '10.1.3. atas nama 
ayahnya harus dilampirkan. 

10.2.3. Pholo copy Kartu Tanda Penduduk. 

19.2.4. Daflar Isian lersebul pada Lampiran IJI yang tdah diisi dengan lengkap 
dan-ben~r oleh pemohon. 

10.3. Wanita yang menjadi warganegara Repuolik Indonesia karena menyatakan 
keterangan dengan Formulir 11/11 A. 

10.3. L Photo copy Formulir 11/11 A. 

10.3.2. Salinanlphoto ~opy Petikan Akle Kclahiran. 

Apabila Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh. sebagai gantinya dapat 
dipergunakan Akte Kenai Kelahiran. 

10.3.3. Salinanlphoto copy Petikan Akle Perkawinan. 

Apabila pemohon lelah melangsungkan pcrkawinan. 

10.3.4. Salinanlphoto c'opy Petikan Akte Kematian suaminya. 

1'0.3.5. Photo 'copy Kartu Tanda Penduduk. 

10.3.6. Daftar Isian lersebul pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. . 

10.4. Anak orang tersebut p::da angka 10.3. 

10.4.1. SaJinanlphoto copy Petikan Akte Kelahiran. 

10.4.2. Photo copy S.B.K.R.I . alas nama ibunya . . 

Apabila ibunya tidak memiliki sural tersebul maka syarat-syarat 
dimaksud pada.angka 10.3. L sampai dengan angka 10.3.4. atas nama 
ibunya harus dilampirkan. 

IOA.3. Photo copy' Kartu Tanda Per.duduk. 

10.4 .4. Daftar I;ian tersebut pad a Lampiran 111 yang telah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. 

10.5.0rang 'yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menya~akan 
ketclangan dengan FOI mulir l\1/1JI A. . 

10.5.1'. Photo copy Formulir III/III A. 

I 

I 

I 
I 

·1 

10.5.2. Salinal'.'phc:o copy Pe:i!:.:m AI::e Ke!ahiran. 

Apaoila Petikan Alae Kelahiran tidak mungkin diperoleh . SCllagai 
gantinya dapat dipergunakanAkte KenaI Kelahirdn. 

10.5.3. Saiinanlpholo copy Petikan Akle Pericawinan. 

Apaoila pemohcin telah melangsungkan perkawinan. 

10.5.4. Salinanlp'holO copy Pelikan Akte Perkawinan orang tuanya. apabila 
. pemohon anak sah. . 

10.5.5. Ph010 copy Kartu Tanda Penduduk . 

10.5.6. Daftar isian tersebut pad a Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pcrnohon. ..;._ 

-" I 0.6. Anak orang lersebul pada angka lOS' 

I O.fl. l . Salinanlpholo copy Pelikan Alae Kclahiran. 

10.6.2. PhOIO copy S.B.K.R.I . orang tuanya. 

Apabil'a orang tuanya lidak memiliki sural lersebul. maka syaral-syaral 
It:rsebul pad a angka 10.5. 1. sampai dengan angka 10.5.4. atas nama or­
ang luanya harus dilampirkan. 

10.6.3. PhOIO copy Kartu Tanda Penduduk. 

10.6.4. Daftar Isian lersebul pada La'mpiran III yang lelah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pcmohon . 

IO.7.0rang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyalak an 
kelerangan dengan Formulir IV/IV A. 

10.7.1. Ph010 copy Formulir IV/IV A. 

10.7.2. Photo copy Formulir al3S nama orangtuanya. 

10.7.3. Salinanlpholo copy Pelikan Akte Kelahiran. 

Apabila Pelikan Akle Kelahiran lidak mungkin diperoleh . seoagai 
gaminya dapal dipergunakan Akle Kenai Kclahiran. 

10.7.4. Salinan/pholo ocpy Pelikan Akle Perkawinan orang tuanya. apaoila 
pemohon anak sah. 

10.7.5. Photo copy Kanu Tanda Penduduk . 

10.7.6. Daftar Isian lersebut pada Lampiran III yang lelah diisi (lcngan lengkap 
dan henar oleh pemohon. 

I CU! . Anal: orang 'ler~eout pada ang!:a 10.7. 

10.8. '- Salinanlpholo copy Akle Kclahiran. 

10.8.2. PhOIO copy S.B.K.R.1. alas .nama orang tuanya. 

Apaoila omng tuanya lidak mcmiliki sural terseout. maka syaral-syaral 
dimaksud pad a anglca 10.7. 1. sampai dcngan angka 10.7.4. alas nama 
oranglUanya harus dilampili;an. 
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IO.K.3. S~lina;Vphoto I:0ry Petikan Aktc Pcrk::win;:n a:::s narna or:';;g :uanya 
apal?iI,! .. pcmohon anak .sah. · • 

10.8.4. Pholo copy Kartu Tanda Pcnduduk. 

10.8.5. Dafladsian lerS!!hul pada Lampiran III yang lclah diisi dengan lengkap' 
dan benar oleh pcmohon. ". 

1O.9:0rang yang nie.~jadi warganegara Repu~rik Indonesia karena menyalakan 
· kelerangan dengan Formulir VIV·A. . 

10.9 .... Pholo copy Formulir \iIV A. 

· .10.9~ Salinanlpho.IO copy Pelikan Akte Kelahiran. 

. Apabila Pelikan Akle Kelahiran iidak mungkin diperoleh. sebagai 
gantinya dapal dipcrgunakan Akte Kenai Kelahiran .. 

10.9.3. SalinaOtpholo copy ·Pelikan Akle Perkawinan orang tuanya apabila . 
.. ' . pcmohon anak sah. 

10.9.4. Photo copy Kartu Tanda Pend~duk . 

·10.9.5. ·Daftar Isian lersebul pada Lampiran III yang telah diisi dcngan lengkap 
dan benar oleh pcinohon. . . 

10.10. Anak orang lersebul pada angka 10.9. 

· 1O.10.I.Salinanlpholo copy Petikan Akte Kelahiran. . . . . . "." . '.' . , 

10.10.2. PholO copy S.B.K.R.I. alas nama orang luanya. 

Apabila·orang toanya lidak memiliki sural lersebul. rnaka syarat·syarat 
dimaksud pada angka 10.9.1. sampai dengan angka 10.9.3. alas nam or· 
ang luanya barus' dilampirkan. . -

1O.10.3.SalinanlphOlo copy Alae Perkawinan orang tuanya apabila pcrmohonan 
.anak sah. . 

IOjO.4. Photo copy Kanu Tanda Penduduk. 

10. 10.5. Daflar Isian tersebul pada Lampil<ln III yang te!ah diisi dcngan lengkap 
dan benar oleh pcmohon. 

10.ll.Orang yang mcnjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan dengan . 
· Formulir VIIVI A. 

1O. II.I.Pholo copy Formul ir VIIVIA 

· 1O. II.2.Salinanlphoto copy Pelikan Akle Kelahiran. 

Apabila Pelikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh sebagai 
.'. gantinya dapal dipergunakan Akte KenaI Kelahiran. 

10.1I.3.Salinanlphoto copy Pelikan 'Akle Perkawinan orang wanya apabila 
pemohon anak sah. 

. ,. 10.11.1· PhOIO copy Kartu Tanda Penduduk. 

'" . 10. i 1'5. Daftai (sian i~rscbut pada La~pira~ III yang (elah diisi dengan lengKap 
dan bcnar oleta pemohon. . . 

·i· 

.' 

1O.12Anak erang tersebul. pad a ?-ngka 10. ' I. 

IO. 12. J.Salinaniphot~ copy Petikan Akte Kelahiran. 

10.122 Photo copy S.B.K.R.I . alas nama orang luanya. 

" 

Apabila orang luanya lidak memiliki surat lersebut. 'maka syaral-syarat 
dimaksud pada angka 10.11.1. sampai dengana ngka 10.11.3. alas nama 

orang wanya harus dilampirka·n. 

10. I 2.3. Salinan/photo copy. Pelikan Akle Perkawinan orang tuanya apabila 

pemohon ailak sah. 

10.12.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk. 

IO.12.5 . .[)aftar Isian lersehut pada Lampiran III yang telah diisi dengan Icngkap 
dan benar oleh pemohon. ," . ~ "." 

10.\3.Warganegara Republik Indone~ia perriegang Sural Keterangan Formulir C. 

10. \3. J. P.hoto copy Formu\ir C yang t>ersangkulan .. 

10. \3.2 SalinanlpholO copy. Pelikan Akte Kelahiran. 

Apabila Petikan · Akle Kelahiran lidak mungkin diperoleh: sebagai 
gantinya dapal dipergunakan Akte KenaI Kelahirim. 

1O.13.3.Salinan/photo copy Pelikan Akte Perkawinan apabila pcmohon telah 

meJangsungkan Perkawinan. 

10.13.4. Pholo copy Kartu Tanda Pendudul;. 

IO.I3.S.Daftar Isian' terscbUI pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap 

dan benar oleh pemohon. 

1O.l4.Anak orang tersehut pada angka 10. 13. 

10. 14. I.Salinanipholo copy ~etikan Akte Kclahiran . 

10.14.2. Photo cQPY S.B.K.R.1. atas nama orang tuanya. 

Apabil" orang tuanya lidak rnemiliki surat terscbut. maka syarat·syaral 
dimaksud pada angka 10.13. 1. sampai dengan 10.13.3. atas nama or· 

ang tuanya harus dilampirkan. 

10.14.3.Salinanlpholo copy Petikan Aktc Perkawinan alas nama orang tuanya 

apabila pemohon anak sah. 

10.14.4. Photo I:0py Kartu Tanda Penduduk. 

!O.14.5.Daftar Isian tersebut pada Lampiran' lII yang tclah diisi dengan Icngkap 

·dan bcnar olch pcmohon. 

IO.IS.Wargaocgara Repuhlik Indonesia pcmegang Sural Kctcr.lOgan Formulir D. 

lO.tS.I.PhoIO copy Formulir D . . 

1ll.IS.2Salinanlphoto I:0py Petikan' Akte Kelahir.lO . 

Ap:lbila Petikan Akte Kelahiran lidak I!ll!ngkln diperoleh sebag~i 
gantinya dap:lt dipcrgunabn Akte KenaI Kelafli"ran. 
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~{:.l:;.~. S::tlin;:.Jphnto enf,y PCtikaii ;"~t, "'i\!I ·;",awir.'ir. ap~:-,;it, pc.nohon . 

Ictal) mclangs.ungkan pcrkawinan . . 

1O.IS.4 . . Pholo copy Kanu Tanda Pcnduduk . . 

. ."1O. IS.5. Danar Isian lerschul pada Lampirdn III yang Ielah diisi dcngan 
.. Iengkap dan bcnar oleh pemohon. '. 

1Q.I6:Anak orang lerscbul pad a arigka 10.IS. 

1O.16. I.Salinanlphoto copy Pelikan Akle Kelahinm. · · 

10. 16.1. Photo copy S.B.K.R .1. alas nama ora'ng lUlln)'a. ' 

Apa~lila ornng luanyll lidak memiliki sural lerscbul. maka syaral-syaral 
. dimaksud pada angka ·· IO.IS.1. sampai dengan angka. 10. IS.3. alsa nama 
orang luanya harus dilampirkan. 

1O.16.3.Salinanlpliolo copy Pelikan Akle Perkawinan orang tuanya apabila 
j>emohon anak sah. 

10. 16.4. Photo copy Kanu Tanda Pcndud~k. 

10. 16.5. Daftar Isian lersebul pad a Lampiran IIi yang lelah di.isi dengan lengkap 
dan bcnar oleh pcmohon. , 

1O.I7.Wanila yang menjadi warganegaia Republik Indonesia be.rdasarkan pasal X 
Pcrjanjian anlara Republik Indonesia dengan Rep'ublik Rakyal Tiongkok 

. mengenai soal Dwikewarganegaraan. 

IOJ7. I.Pholo copy Formulir IV Lampir,!n Sural Edara~ Memeri Kehakiman 
langgal 6 Desembcr 1<J6S NO. DTCl2019. 

11i.li2 Salinanlpholo copy Pelikan Akie Kelahiran. 

Apabila Pelikan Aklc Kelahiran lidak mungkin diperoleh. sebagai 
ga·r.linya dapal dipcrgunakan Akle Kenai KClahiran. 

10.17 .3: Salina!ll'phOI<i copy Peiikail Akle Perkawinan. 

10. 17APholo copy bukli kewarganegaraan Republik Indonesia suami pcmohon. 

10. I 7.5. Pholo copy Kanu Tanda Penduduk. 

!O.17.6.Daflar Isian lersebul pad a Lampiran III yang lelan diisi dengan lengkap 
dan henar oleh pemohon. 

1.1 . KepulUsan Presicia. Republik Indor..:sia NO.7 Tahun .1971 lcmang Pernyalaan 
digunaka!lnya keKn!U;m-kcl~muan dalam lJndang~undang No.3 Tahun 1946 ten tang 
warganegara dar. Penduduk negara 'Republik 'Indonesia uniuk menetapkan 
kewa~anegaraan Republik lndonc!'ia bagi penduduk Irian Barat.· 

lOd 

Ketenll.ian-ketenluan lenli>!1g siap::! warganegara Rcpublik .Indonesia dialur dalam pasal 
1 Undang-undang Nr.. J Tahun 1946: kelenlUl:!n mengenai.~la!Us iSleri dan anak-anak 
dialur dalam pasal-pasal. ~Ianjulnya . . 

Beoikul inidi:>Crinq.siapl1-siapa yang menjad(warganegara herdasarkan ketentuan­
kcte'nluan ',Jiatas dan' sy~rat-sya~~t bukti 'Ifpa yang harus dilampirkan di dalam 
permO!x>m:::ny~ ' uil!~k dapatmemj)eroleh' S~B.K.R.t · . . 

". I· 

. ' 

11.1. Orang ylmg mcnjadi. wargan~gard Repuhlik Indonesia herdasarkan KcpulUsan 
Pres'iden Republik Indonesia No.7 .Tahun 1971 jo. pasal ' l huruf a Undan!!­

: undang No. 62 Tahu'n 'i958 j~. ' pas"I '1 huruf b Undang-undang No. 3 Tah~11 
1946. . ' 

11.1.1. Pcnetapan PengOld/lan .Negeri bcrdaSarkan pasal I V Peralur.m PenulUp 
Undang-und~ng No. 62 Tahun 19S8 (apabila pemohon sUdah mempunyai 
penetapan ·rersebut). 

11 . 1.2. Salinanlphoto copy Pelikan Akle Kelahiran alas nama pemohon alau 
. sura'l-sural lain 'yang pada umumnya dapal dipakai unluk membuklikan 
kelahiran. 

11 . 1.3. Sural ' keterangan dari Kepala Pemerintah selempal yang menegaskan 
berap;r .Iama. pemohoO: benempal linggal dan beralta di Indo'nesia 
benurul-turut.yang paling akhir pada tanggal 17 Aguslus 1945 . 

11.104. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan selempal yang menegaskan 
. bahwa pada tanggal 27 Oesember 1949 pemohon sudah danlatau masih 
benempat tinggal di Irian Jaya. 

11.1.5. Surat ,keterangan dari Kepala Kantor Oirektoral lenderal Imigrasi 
sctempal yang menegaskan apakah pcmohon lerdaftar alau lidak lerdaflar 
sebagai orang asing. besena perubahan-perubahan stalusnya sejak 
tanggal I Mei 1963 hingga saatpermohonan diajukan . 

11.1 .6. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri selempal .yang menegaska!; 
lenlang tern pal linggal pcmohon amara tanggal 17 Pebruari 1971 sampai 
dcng~n 17 Pcbruari 1972 dan apakah dalam jangka waktu terscbLlI 
pemohon pemah menyalakan keberalan menjadi warganegard Republik 
Indonesia kepada Menleri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri 
(berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 
Tahun 1971 jo. pasal 3 a jo. pasal 4- dan II a ' Undang-undang No. 3 
Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dan dilambah dengan Undang.­
undang No.6 TalJun .1947). 

11 .1.7. Oaf tar lSian tersebut pada Lampir.in I!I yang lelah diisi dengan Icngkap 
dan henar oleh pemohon. 

II.I .I!. Pholo copy Kanl1 Tanda Penduduk arau kelerangan tempa( linggal dari 
Kepala Pcmerimahan selempal. 

11.2. Isteri ora~g lerseoul pada angb i I.:' yang perkawinann.ya 
dilangsungkan sebehnn langgal 17 Pehruari 1971 dan hingga saal 
permohonan diajukaR paUwinanGya bdum lerpulUS. 

11.2.1. Photo copy S.B.K.RJ. afa:"nama suaminya. 

Apabila suaminya bclum memiliki sural tcrscbut maka syaral-syaral 
sebagaimana tercantum 'pada angka 11 . 1. I. sampai dcngan 3.'lgka ·II.I.I! . 
harus di!ampirkan. 

· 11.2.2. SalLn:,!nlphmo copy Pclil;an Alae Kclahirm ala!' nama pemohon atau 
surat-suraf yang pacta umumnya dapal tiipakai umuk membuktikan 
kclahiran. 
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l 

11.2.3 Salillall/phnlllcllPY Pctibn.Aktc I'srbwlnan .. ': .~; . 

11.2.4. Danar Isian tcrschut p'ada i,;Iinpira'ii fill yang cl)"ah' aiisi dcngan Icngkap 
. dan hcnar olch pcmohbn: .' : '. . . ... '. 

11.2.5. Pholo copy Kartu Tanda Pe.~duuuk aia~. kelerangan lenlan!! lempat 
tinggal dan Kcpala Pcmciiriiil~an s~~cmpai. i·~'_.. : 

11.3~ Ja'nda oran~ lerscbul pac.ia angk~ ' i·I .'I. ya~g~ ~~·!IWiil~~.~;~. terputus sehelum 

17 Pchruari 1971. .::.Ji,,' ,.: .. .. . 

11.3.1. Penelapan Pengadi!an' Ne~er.LPF.rdasar~an pa~aI ~v Pcraluran Pcnutup 
Undang-undang No. 62 Taliliii' 1958 alas nama 'j>cmohon !>Cndin (apahila 
'Pcmohon sudah mempLlnyai pcnelapan terscbul). 

11 '.3.2. Surat-surat bukli atas :nama~kt~. su~!i;i~'ya sgiierii"terscbul pada angka 
11.1.2. sampai dengan angka 11·~ 1.5. "firaus dilariipirkan .. 

. r,r' ["I' 'I" . ': • 

'11.3.3. SalinanlpholO copy PClikan =A~t.e Kc'b'hiran atils nama pcmohon alau 
surat..-surat yang pad a umulj}riy) iLda'pat 'dipik:aJ':lmtu k mcmbuktik ;1O 

. I .. ·. .,.. . • . ~. kelahiran. . .. .. . ;;. , . '. . 

11.3.4. SalinanlpholO copy Petikan Akii !P~rk~~inan ~dai~~ h~1 perkawinannya 
. ' . t<;rpUIUS karen a suaminya meniilg~al) . ~' . 

• 11.3.5. Salinanlpholo ~opy Petikan Ak'(€"Per~;eraian : ai~~' Akte kemalian alas 
nama suaminya. .:,:' . . .. : ' 

11.3.6. Sural kete~ngan dari Kepa!a Pe';'eri~t~han ~I~;;;~al yang menegaskan 
bahwa p.ada tariggal 27 Oesember 1949' pemohon :sudah danlalau masih 
bertempat tinggal di Irian JiYa t.khus\I's bagi pemohon yang 
perkawinannya tclah terpulus setJeiuin'iilOggal '17 besembcr 1949). 

. '.~ ' ; ( . ,'''''' . 
11.3,7. Surat kelerangan dan Kantor OirektQfl\I)endera.!.Imigrasi selempal yang 

menegashn apakah pemohon terda((ar :alau.iici.iild~rdaflar sebagai or­
ang asing beserta perubahan slalusn>c? *ja~:(.t;~i,~1 I Mei 1963 hingga 
saal permohonan diajukan. . ',. '_": ": ' ,._ 

11.3.8. Surat keteianga'n dari Pengadilan N~eri ~etemp.!It · yang menegaskan 
t~niang tempal linggai pemohon anl~a. t.~nggal : i.7 Pebruari 197! saciJpai 
dengan 17 'Pebruari 1972 dan apakah ~a,i.amjal)&k~. waktu ilu pemohon 
pcmah menyatakan keberalan menjadl 'wargiinegara Repubiik Indone-. 
sia alau menyalakan melepaskan keWarganegill:ilaii lersebut kepada 
Menlen Kehakiman melalui Pengadilan~ Negeri'berdasarkao pa.sal 3 b 
alau pasa! 10 .ayat (.I) jo. pasal II a Undal)g,undqng No. 3 Tahun 1946 
sebagaimana telah diuball dan ditambah .d~flg;lIt Undang-undang No. 6 
Tahun 1947. jo. pasal 2 Keputusan Presidin,8.ePub!,ik Indonesia No. 7 
Tahun 1971. " " 'i' , .. ... , . . 

.l · - . 

11.3.9. Photo copy Kartu Tanda Penduduk a'au~ .l~~~lI;n~an tentang temp 'II 
tinggal dan Kepala P~menntahan setempa!."! .. m i!;.,:.: . ... 

11.3.10.Oaftar Isian tersebut pada Lampiran III y3!'lg'.(clah·~i i si dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. ,. "~r,,,~c !: : 

, 11:4. Orang yang pada tanggal 17 Aguslus 1945 tid3k irlOfitpuilyai Ayah lagi, belum 
berumur 21 tahun dan belum kawin sedangkan ayahnY<lipada waktu meninggal 

memenut.i syarat-syarat tersebut dalam pasal I h'lruf b Undang-undang No.3 
Tahun 1946 (mcmperoleh kewargancgaraan Republik Indonesia berdasarkan 
pasal I huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 195$ jo. pasal. I Peraluran 
Peralihan Undang-undang No.3 T"hun 1946). 

11.4.1. Penetapan Pcngadilan Negeri ex pasal'lV Peraturan ' Penutup Undang- · 
undang No. 62 Tahun 1958 atas nama pemohon (apabila pemohon sudah 
mempunyai penetapan tersebut). . 

11.4.2. Salinanlphoto copy Pelikan Akte 'Kelahiran atas nama pemohon .atau 
surat-sural lain yang pada uinumnya dapal dipakai untule memb::ktikan 
kelahiran. . 

11.4.3. Salinanlpholo cppy Pelikan t..1te Ke!ahiran dan Pelikan Akte Kemalian 
atas nama ayah pemohon. . :~ 

11 .4.4. Surat keterangan dari Kepala Pemenntahan setempa.1 yang [Ilenegaskan 
lamanya ayah pemohon bertempat tinggal dan .berada di Indonesia 
berturut-~ui-ut yang paling akhir sampai saat ia meninggal. 

. . . 
11.4.5. Surat keterangan dan Kepa!a Pemenntahan setempat yang menegaskan 

bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 pemohon sudah danlalau masih 
bertempat tinggal di Irian Jaya. 

11.4.6. Surat Ieeterangan dan Kepala Kantor Oireklorat Jenderal Imigrasi 
setempat yang menerangkan apakah pemohon terdaftar atau tidak 
terdaftar sebagai orang as.ing beserta perubahan-perubahan statusnya 
sejak tanggal I Mei 1963 hingga sata perrnohonan·diajukan. 

11.4.7. Sural. kelerangan ~an Pengadilan Negeri selempal yang menegaskan 
tentang tempat tinggal pemohon antara tanggal 17 Pebruari 1971 sampai 
dengan 17 Pebruari 1972 dan apakah dalam jangka waktu .ilu pemohon 
pernah menyatakan keberatan menjadi warganegara' Republik Indone­
sia kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negen Berdasarkan 
pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971 jo 
pasal 3 a, 4 dari pa'sal n a Undang-undang No. 3 .Tahun 1946 
sebagaimana lelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.6 
Tahun 1947. 

11.4.8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk alau keterangan tcntang tempat 
tinggal. dan Kepala· Pemenntahan setempat. 

11.4.9. Oaf tar Isian tersebu'l pada Lampiran III yang telah'diisi dengan lengkap 
. dan benar oleh pemohon. 

11.5. Wanitil yang pada tanggal17 Agustus 1945 tidak mempunyai suami lagi karen .. 
suaminya yang terllkhir telah meninggal dunia. Sedangkan suaminy'a itu pada 
wilktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal I sub atau • 
sub b Undang-undang No. 3 Tahun 19% dan ia sendin tidal. memenuhi syarat 
tersebut dan ke~udia~ setelah tangga.1 17 Agustus 1945 wanita bersangkutan 
tidak pernah kawin lagi (memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
bercfasarkan pasal II Peraturan Peralihan Undang. undang . No. 3 Tahun 1946 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.6 Tahun 
1947,. 
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11 .5.1 . Pcncl;'p,1O Pengadilan Ncgeri .bcrdasarkan pasal IV Peraluran Pcnulup 
lJn<.Iang-undang No. 62 Tahun 1958 (apahila pcmohon sucfah mel1)iliki 
pcnclapan Icrscbul) . . 

11.5.2. Salinan/pholo copy Pelikan Alae Kelahiran pemohon. 

11 .~.3 .• Salinanlpholo copy Pelikan Akle Perkawinan pcmohon. 

11.5.4. Salinanlpholo ocpy Pelikan Akle Kelahiran Suami pemohon .. 

11.5.5. Salinanlpholo copy Pelikan Akle Kemalian Suami pemohon. 

11.5.6. Sural kelerangan dari Kepala Pemerinlah:in scl<!mpal yang menerangkan 
lenlang lamanya suami pemohon bcrtempal linggal dan bcrada di Indo­
nesia berturul-turul yang paling akhir hingga saal meninggal dunia. 

11.5.7. Sural kelerangan dari Kepala Pemcrinlahan selempal yang mcnegaskan 
bahwa pemohon lidak pcmah kawin lagi sclelah suaminya menin1!ga. 

11 .5.8. Sural kelerangan lIari Kepala Pemerinl.ahan selcmpal yang menegaskan 
bahwa pada langgal 27 Deseinbcr 1949 w;:nila bcrsangkulan sudah dan! 

.alau 'I}lasih bcrtempallinggal di Irian Jaya. . 

I L5.9." Sural.keierangan dari Kepala Kanlor Direkloral Jenderal Imigrasi yang 
. menerangkan apakah pcmohon lerdaCtar alau lidak lerdaCtar sebagai or­

ang a~ing beserta perubahan-pcrubahaimya sejak' langgal 1 Mei 1963 
. . hingga saal 'permohonan diajukari. · . 

11 5 .10. Sural kelerangan dari Pengadilan Negeri selempal yang menegaskan 
lenlang iempallinggal remohon anlara langgal 17 Pebruari 1971 sampai 
dengan 17 Pebruari 1972 dan yang menerangkan apakah dalam jangka 
waklu lersebul pemohon permih menyalakan keberalan menjadi 
warganegara Republik Indonesia alau melepaskan kewarganegaraan ilu 
kepada Menleri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 

. 3 a jo. pasal 10 dan II a Undang-undang NO.3 Tahun 1946 jo. pasal 2 
Kepulusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971 . 

. 11.5.11. Photo copy Kartu Tanda Penduduk alau kelerangan len lang lempal 
linggal dari Kepala Pemerinlahan Selempa!. 

115.12. Daflar Isian tersebul pada Lampiran III yang lelah diisi 'dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. 

11.6. Anak sail: disahkan. diakui alau diangkal seeara sah dari ~orang lerschul pada 
angb 11 .1. yang pada ta'nggal 17 Aguslus 1945 belum berumur 21 lahun alau 

. yang Idhir antara tanggal I7.Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 

II :6.1. Penelapan Pengadilan Negeri . bcrc!asarkan pasal IV' Peraluran Penutup 
Undang-undang No. 62 Tahun 1958 alas nama ayahlibu pemohon dan! 
atau alas nama. pemotion ' sendiri (apabila ayahlibu pemohon at"au 

. '" pe~ohon sendiri su~ah memp~nyai perielapan tersebul). 

. 11.6.2. Photo copy S.B.K.R,I. .,allls nama ayahlibu ~mohon. Apabila ayahlibu 
pemohon belumliidak mempunyai S.B.K.R.I . tersebut maka sural-sural 
bukti sebagaimlln~ '!ersehut pada angka 11 .1.5. harus' dilampirkan. 

-"'''' '1 . :;~ I 
11 .6.3. SalinanlphOlo' cop)' PClikan Akle Kelahiran alas nama pcmohon. 

11.6.4. Salinanlpholo copy PClikan .Akle ·Perkawinan oranglua pemohon. 

11.6 .. 5. Sural kelcrangan dari Kcpala Pemerintahan selempal yang mcncgaskan 
hahwa pada langgal 27 Desembcr 1949 pcmohon sudah d.anlatau ma.~ih 
berte'mpal linggal di Irian Jaya (khusus bagi pemohon yang pada langgal 
27 DCscmbcr 1949 sudah bcrumur 18 taliun 31au sudah kawin). 

11 .6.6. Sural kCler.Jngan ·dari Kantor Di~ekloral Jenderallmigrasi selempal yang 

mcncrangkan apakah pemohon !erdaCtar alau tidak lerdaftar sehagai llmg 
asing bcscrta pcrubahan-perubahan slalusnya sejalc tanggal I Mei 196} 
hingga saal pcrmohorian diajukan. 

11.6.7. Sur.J1 k~lerangan dari PC'1Fadilan Negeri selemp~1 yang men~ebUlkan 
lempatllnggal pcmohon ;lrllara langgal 1 7 Pebruan 1971 sam pal dengan 
17 Pebruari 1972 dan apakah dalam jangka waktu lersebul pemohon 

pcmah menyalak~n keberalan menjadi warganegara RCpublik Indone­
sia kepada Menleri Kehakiman bcrdas:lrkan pasal 3 a jo. pasal 4 dan II 
a UAdang-undang No.3 Tahun 1946 sebagaimana lelah diubah dan 
dilambah dengan Undang-undang No . 6 Tahun 1947 jo. pasal 2 
KCpulusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1971 . 

11.6.'8. Pholo copy Kartu Tanda Penduduk alau kelerangan lenlang lempal 
linggal dari Kepala Pemerinlahan selempal. . 

11.6.9. Oaflar Isian lersebul pada Lampiran III yang lelah diisi dengan lengkap 
dan benar oleh pemohon. 

12. Sehuhungan dcngan pcrmo!Jonan S.B.K.R.1. ini supaya Saudara kirimkan juga 2 (dua) ' 
lembar Sural (Calalan) Pernyalaan KeleranganfPenelapan/Sural Kelerangan 
Kewarganegaraan Republik InQonesia dengan lampiran-Iampirannya alas nama 
pemohon yang lemyata t>elum disampaikan.kepada kami . 

13. 
Sural BUk.li .Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah digunakan unluk 
mendapalkan S.B.K.R.1. agar pada halaman belakangnya diberi kelerangan yang 
bcrbunyi : 

' ldah diberikan S.B.K.R.l. No. 
langgal .... .. ......... alas nama 

Kelua Pengadilan Negeri/ 
Kepala Perwakilan Republik Indonesia .) 

(cap instansi) 
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14. Yang dapat mengajukan pcrmohonan S.B.K.R.1. ini adalah mereka ya~ telah bcrumur 
18 tahun atau telah kawin. " 

Bagi mereka yang belum berumur"18 t"ahun dapat diwakili oleh orangtual .... -alinya. 

IS. Biaya administrasi. 

15.1. Bia'ya adminiSuasi sebesar Rp. i .500.- (seribu" lima ralUS rupiah) yang dimaksud 
dalam pasal 6 ayat (2) huruf C Peraturan Menten Kehakiman Republik Indo­
nesia No. IB 3/4112 tanggal 14 Maret 1978 agar" dikirirnkan kepada Sekretariat 
Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2~an Departemen Kehakiman Jalan 
Hayam.Wuruk No.7 Jakarta Pusat. " 

Tembusan disampaikan kepada : 
\. Yth. Menteri Luar Negeri ; 
2. " Yth. Menteri Dalam Negeri: 

A.n. MENTERI KEHAKIMAN - RI : 
D1REKTUR JENDERAL c. 

HUKUM DAN PER-UNDANG2-AN 

Hadipoemomo S.H. 
NIP. : 040000142. 

3. Yth. Sel:.retaris Jenderal Departemen Kehakiman: " 
4. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman: 
5. Yth. Direktur Jende"rap Pembinaan Badan Peradilan Umum: 

Departemen Kehakiman: " 
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman; 
7. Yth. Kctua Pengadilan linggi seluruh Indonesia; 

-) Coret yang tidak perlu. 
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Pasal 6 
.• ' ': '\V~~ .< N~ar.i ;; In·donesia · KcturunariJ,~;; 

'. "'Asing dibei"i ' kesempatari yang sama dengan~ 
.Wl-a AsH dalam mengerahkan qaya dan dana'$i.:;. · 
. nya · df.~segaIa '. bidani( 'untuk': mempercepat~~ 
pembaniunan ' .sertameningkatkan kemak/f:'~ 
muran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara.~ . :!~:~. 

Ff-f 

BAB III 
PENGAWASAN DAN KOORDINASI 

PELAKSANAAN 
KEBIJAKSANAAN POKOK 

. Pasal 7 ' 

Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijaksanaan pokok .yang menyangkut 
Warga Negara Indonesia Ketunman Asing 
seperti yang dimaksud dalam Keputusan ini 
~ibebankanpad.a Meriteri Dalam Negeri. 

Pasal 8 

Keputusan ini mulai berlaku pada hari 
ditetapkan. . 

DitetapQ.n di: . Jakarta 
. Pada tanggal ~ ".6 ' Desember 1967 

"~ .. . . ' ~PEJABAT .. , ' . ... "T-

. . PRESIDEN RE~UBLIK IN1;X)NESi4 

.,. 1 ' ,:, ' 

136 

ttd. 
, ~ . 

SOEHARTO· . . .\' . ,' . • ;." " , ,, : \ .,> ~ 

• ~ : " ": I i" 'J.; 

, .. 

' ,,,:" 

..... ~ :; I '.~ 

~ 

.:~~ 

'Il "..,. 

.:':-' " 

.T A TACARA PENYELESAI.-\N 
PERrytOHONAN P.EWARGANEGARAAN 

." ,- REPUBLIK: INDONESIA ." 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: 

a. bahwa untuk memperjelas dan memper­
tegas kedudukan dan kepastian hukum 
bagi setiap ' penduduk Indonesia, dalam 
rangka memaritapkan stabilitas nasional 
dan memperkokoh ketahanan nasional, 
dipandang perlu mempercepat · proses 
penyelesaian permohonan pewargane­
garaan oleh orang asing di Indonesia; . 

b. bahwa berhubung deng,m itu dipandang 
perlu dikeluarkan KeputuSan " Presiden 
yang berisi petuntuk:petunjuk-- ' uIituk 
mempercepat pepyelesaian permohonan 
pewarganegaraan di ~luruh · Indonesia_ 

./.' , 

Mengingat: . ' ,:, '" .... r, .: . ' ' . ', . '.i . 

l: P~ 4. aya{.,<1> dan 'Pa:sal '26 ' Und~-
Undang Dasar 1945; <. :. 

~ . . ,' .... 
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 

ten tang Kewargan~garaan Republik in­
donesia (Le.mbaran Negara Tahun ·1958 
Nom'or1I"aj sebagaimana 'telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1976 tentang ~ewarg~-

137 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Pemberian Status Kewarganegaraan ... WIDJANARKO



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 
MENTERI KEHAKIMAN DAN 
MENTERI DALMf NEGEIh '. 
NOMOR: M.OI-UM.09.03-80 
NOMOR . 42 Tahun 1980 

TE}'fTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT 
. BUKTI KEWARGANEGARAAN 

REPUBUK INDONESIA 

MENTERI KEHAKIMAN DAN 
MENTERI DALAM NEGERI . . . , 

Menunbang: 

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun . . ,~~ 
1980 tenta.ng Bukti Kewarganegaraan' f 
~epublik Indo~esia. pelaksanaan pembe- .,:~ 
n~ Surat B~kti Kewa~anegaraan Repu . . ~j 
bhk Indonesla kcpada Warganegara Re- ' ~: 
publik Indonesia Keturunan Asing harus ;'; 
selesai selambat-Iambatnya pada tanggal .~ 
17 Agustus 1980; . ;; : 

b. l;>ahwa urituk maksud itu perlu diadakan ,t 
Keputusan Bersama Meriteri Kehakiman ,~: 
dan Menteri Dalam Negeri. ,;j:. 

,\" , 

Mengingat. 

:K"' ,"t.> 

1. Undang-Undang Nomor 62 Tah~~ 1958 
tentang Kewarganegaraan Republik -

, Indonesia (Lembaran Negara Tahun . ;'~ 
, 1958 Nomor 113, Tambahan Lembar~ 
. Negara Nomor 164.7), . 

1.54 

.2 .. ~,-Undcmg-Undang N()~or 4 Taittw 1 ~1( 
·· ' ;;ff~ tent3.ng ~ P~inyataan'~\'l'idak :: Berlakun; 
,~;;:;', Undang-Undang . ~omoi;._2".'Tahuni 9{ 
, .it.!Y::tentang~~r.er~EYj~~/~iI,>.~rja~jiJ:ln~~~~ 
, ~~ : Republik;;,Iii:do-riesia~dari Republiklta 

yat 9ina ~ inimgenhl soar Dwi Kewarg 
negafaan (Leinbaran Negara Tahun 19( 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Nega 
Nomor 2891); ' . 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19', 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
Daerah (L'embaran Negara Tahun 19', 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Nega 
Nomor 3037); . 

4. In stru ksi Presiden Republik Indonef 
Nomor 2 Tah\,ln ,1980 tentang Bull 
Kewarganegaraan ~epublik Indonesia. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTER! KEH. 
KIMAN DAN MENTERI DALAM · NEGE) 
TENT ANG ,.PELAKSANAAN PEMBERiA 
SURAT BUKTI K~WARGANEGARAA 
REPUBLIK INDONESIA. 

Pasa! 1 

(1) Surat Bukti Kewcrganegaraan Republ 
Iildonesia dapat diberikan kepada orar. 
orang ket,urunan asing yang sudah men: 

" di-WargaNegaIa Republik Indonesia d; 
telah ~ewasa, tetapi' &aat ini tidak men 
liki bukti kewarganegaraan. 
r.1ereka adalah orang-orang yang mem 
nubi syarat;;yaiat _. , 

a. dilahirkan d~ dibesarkail di Indor, 
s~; . 

b. sehari-hari hidup sebagai warga m 
syarakat Indonesia;' 

1, 
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}. 
.. .. . sampaitanggar:.27-JDe~mber ·-1951 

(Lembaran Negara-T8hun 1950 No~ 
. mor 2); - - . 

e. tidak terdapat tanda-tanda bahwa 
yang bersangkutan adalah orang 
asing dan tidale pemahmemperoleh ~-. .:.. 
exit permit only; ~ 

f. pada saat mulai berlakunya Instruksi , .• , 
Presiden Nomor 2 Tahun 1980 ber- ;;;. 
tempat tinggal di daerah-daerah Pro­
pmsi Sumatera Utara, Riau, Ka,liman­

(. 
'~, 

tan Barat, Daerah Khusus Ibu Kota 
Jakarta, Kabupaten Bangka, Belitung; 
Kotamadya Pangkal Pinang; Kabupa-
ten Tangerang, Bekasi, Bogor dan 
Karawang. 

(2) Surat Bukti. _ Kewarganegaraan Republik 
Indonesia dapat juga diberiknn kepada 
mereka. yang pernah ~.t. . t;erta dalam 
Pemilihan Umum untuk Dewan 'Perwa~ " " 
kilan Rakyat Republlk Indonesia/Dewan 
P~akilan Rakyat .Daerah. 

Pasal 2 
(Ita. Wewenang pem~rian Surat · Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indone­
sia sebagainiana-dimaksud dalam Pa­
sal 1 dilimpahkan oleh , Bupati/Wali­
kotamadya; Kepella Daerah Tingkat 
II kepada Camat; 

b. Camat menandatangani Surat Bukti 
. Kewarganegaraan 'Republik Indone­
sia atas Kuasa Menteri Kehakiman. 

(2) . Untuk pemberian · Surat Buk-ti Kewarga­
negaraan Republik Indonesia tidak dipu-

156 

" 

" 

' ~7-.• ~~~.~~' ... _ •.• . . 

beria~ '- c.;':-::::'~'I:'n;;X+fl'';~ ~~~,';:::;.:;,;;~ 

negaraan Republik Indonesia 'ditugaskan 
. team-team · : . gabungan dari .''" pusat ke 
daecih-daerah yang dipandang perlu; 

(2) Susunan team-team gabungan dimaksud . 
pada ayat (1) akan ditetapkan dengan 
Surat Keputusan lvlenteri Kehakiman . 

(3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II bilamana pedu dapat mem­
bentuk team-team guna membantu ke­
lancaran administrasi pcmberian Surat 
Bukti Kewarganegaraan Republik Indo­
nesia. 

Pasal 4 

(1) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik 
Indonesia merupakan bukti larigsung ten­
tang kewarganegaraan Republik. lhdone-

• sia yang bersangkutan. 

(2} Surat Bukti ' Kewarganegaraan Republik 
Indonesia kehilangan daya pembuktian­
nya, apabila dinyatakan batal ' oleh' Men­
.teri Kehakiman. 

Pasal 5 

Pada .Surat · Keputusan ini dilampirkan 
. petunjuk-petunjuk pel~sannannya. 

Pasal 6 

Keputusan ini mulai berlaku. sejak tang­
gal ditetapkan. 
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MOpDJONO, SH. 

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd. 

AMIR MAHMUD 
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.. ~,~- . 

1. Yang dimaksud dengan dewasa adalah 
telah berumur 18 tahun pada saat t.ang­
gal 17 A;;ustus 1980 atau telah kawi n. 

2 . Kelahiran dibuktikan dengan akte kela­
hiran atau akt~ kenaI lahir atau surat 
keterangan kelahiran yang dikeluarkan 
oJeh Camat atas nama Bupati/Walikota­
madya Kepala Daerah Tingkat II atas 
kesaksiari 2 (dua) orang saksi yang khu· 
sus dibuat untuk . keperluan ini sesuai 
Lampiran V. 

3. a. Setiap orang yang akan ' diberi Surat 
Bukti Kewarganegaraan ' Republik 
Indonesia' wajib rnengisi surat pemya 
taan dalaffi rangkap 4 (empat) de-

., ngan dibubuhi pas foto hitam putih 
terakhir ukuran 4 x 6 ern . dan sidik 
ibu .jap ... tangan kiri pada tempat yang· 
telah disediakan '.. . , . 

-- lern.bar ke satu qikirimkan ke De­
parteinen Kehakiman. ; 

- lembar kedua~ntuk arsip Kantor 
Kecamatan. · 

- lembar ketiga' dikirimkan ke 'De­
partemen Dalain Negeri~ : 

. - - lembar keempat: dikirimkan kepa­
da Komando Sektor Kepolisian. 
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Pasal 4 

Dcngan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehaldman Republik 
Indonesia ini Surat Keputusan Menteri .Kehakiman Nomor JB.4/I1S 
Tahun 1968 tentang Uang Pewarganegaraan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

Pasal 5 

. Keputusan ini mulai . berlaku scjak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . Jakarta 
pada tanggal 13 April 199.1 

. . 
.MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDON~IA, 

ltd. 

ISMAIL SALEH, S.H. 

I 

I 
. i 

I 

. MENTERI KEHAKIMAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPunJSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : M.02-HL.04.IO TAHUN 1992 

TENTANG 

PEMBUKTIAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 
ANAN-ANAK DARl WARGA REPUBLIK INDONESIA 

KETURUNAN ASING PEMEGANG BUKTI KEWARGANEGARAAN 

... 

Menimbang 

Mengingat 

.<io REPUBLlK INDOl\~1A 

MENTERI KEHAKlMAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa menurut /.lukum anak dari scseorang warga negara Republik 
lndonesi!l adalah juga warga negara Republik Indonesia; 

b. bahwa bagi sctiap warga ·negera Republik Indonesia tidak diwajibkan 
memilild Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia 
(SBKRI); 

c. bahwa untuk kepentingan lalu liotas kehidupan sehari-hari bagi 
warga negara Repub/ilc Indonesia keturunan asing diperlulcan 
kepastian tentang status kewarganegaraan ~epublilc Indonesia; 

·d. bahwa akta kelahiran merupalc.an alat buleti keturunan (genetilca) yang 
sangat penting sect:! diperhikan masyarakat bailc warga negara 
Republik Indonesia pada umumnya. ·maupun bagi warga negara 
Republik Indonesia keturunan asing pada khususnya. ur.tulc 
dipergunakan sebagai petunjulc m~ngenai status kewarganegaraan 
Republik Indonesia; 

L Ur.dang-undang Nomor· 62 Tahun 1958 t~ntang Kewarganega~an 
Republik· Indonesia (Lembaran Negara Tahun· 1958 Nomor 113. 
Tambahan Lembar2ll Negara Nomor 1647): 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidalc 
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Menelaplcari : 

PERTAMA 

276 

bcrlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 19S8 lenlan;; 
Pcrsetujuan Pcrjanji;m aulara Republik Indonesia dan Republik 
Rakyal Cina mengenai soal Dwi-llewarganegaraan (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 17. Tambahan Lcmbaran Negara NomoI' 

2891); 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 lcnlang Perubahan Pasal 18 
Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lcmbaran Negara Tahun 
1976 Nomor 20. Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3077); 

4 . Undang-undang Nomr 7 Tahun 1976 len!ang Pengesahan Timor 
Timur ke dalam Negara Kesalt:an Republik Indonesia dan 
Pembenlukan Propinsi Daerah Tinglcal Satu (I) Timor Timur 
CLembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35. Tambahan I..cmbaran 
Negara Nomor 3084); 

S. Kepulusan Presiden Republik ·Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 
tentang Pernyataan digunakannya Kete~luan-ketenluan .dalam 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 ientang Warga Negara 
Pe~duduk ' Negara Republik . Indonesia bagi Pendudulc Irian Bara!; 

6. Keputusan Presiden Repulilik Indonesia Nomor 44 Tahun ' 1974 
tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 

7. Keputusan Presiden Republilc Indonesia Nomor IS 'Tahun 1984 
tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa 
kali diubati tcralchir untuk Departemen Kchakiman dengan 
Keputusan Presiden Republilc Indonesia Nomor 32 Tahun 1988: 

'8. Peraturan Menteri Kehalciman Republik Indonesia Nomor 1B 3/4112 
tangga! 14 Maret 1978 tentang Surat" Bulcti Kewarganegaraan 
Republik Indonesia. ; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PEMBUKTIAN STATUS KEWARGANEGARAAN 
REPUBLIK INDONESIA ANAK-ANAK DARI WARGA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA K~TURUNAN ASING PEMEGANG 
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. 

I. Anak-analc warga negara Republik Indonesia kcturunan asing yang 
orang tuanya pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
tidak diwajibkan untuk memiliki Surat Bukt: .Kcw;;rganegaraan 
Republik Indonesia. 

KEDUA 

KETIGA 

'2. PefLlbuklian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak­
anak yang orang tuanya sudah bersta~us warga negara Republik 

Indonesia keturunim asing pemeganf; Bukti Kewarganegaraan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ang
ka 

1. dapat dila\cukan 
deng

an 
bukti uta ke\ahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 

dilceluarkan oleh instansi yang berwenang . . 

Petunjuk Pelaksanaan atas Keputusan 'ini akan diatur Iebih lanjut oleh 
Direktur Jenderal Hu'kum dan perundang-undangan Departemen 

Kehakiman Republik Indonesia. . 

KepuLUsan ini mulai berlaku sejalc tanggal ditetapkan. : .... . 

_ / 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Juli 1992 

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA. 

ttd. 

ISMAIL SALEH. S.H. 
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397 
Keputu.ao Predden lU 

DltetapkliW ~l J ~ari~ 
pads tanggal8 Juli 1996 . 

PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA 

ttd. 

SOEHARTO 

KEPUTUSAN ;'PRESIDE~,7~~fPBLI~ !NP.QNESJ~ 
NOMOIl s6 fl'AlhJN 199'6 

TENTANG 
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDON~SIA 

tuetapkan 

PRESID~N BEPUHLJK INJ)QNESIA. 

Oalam rangkll lebih mempercepat terciptanya persatuan dan kcsatuan bang" 
serta ' persamaan hakdan kewajiban warga negara, dip8:l1dang perlu 
rnemberikan ,p~eg~san mengenai status , kewarganegaraan Repul-lik 
il1~,g"e~iQ bi1§i m~ri gift" '(mnt )'lUlg bclmn b~rusia delapan. belas tahun dari 
ses.~gi1lflg yang mcmperoleh kew.~'81mISgMIlAl1 IndonG~I!) dengan cam 
~ewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

1. Pasal4 ayat (1) VndlIDS-{)p'9~g Dasar 1945; 

2. Undang-'+1~g Nomor 62 TahW't 1058 t""tang Kewarganc:ganuUl 
kepublik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, 
Twnbllhan Lcmbaran, Negnra Nomor 1647) sebagllimana telllh diubnh 
dengan Undang-un4ans N9mQ( J TlShWl 1976 (Lembaran Negara Tabun 
1916 Nomor 20, TambohWl Lanbanm Negua Nomor 3077); 

3. Un,dan~,7undang,}~~orp.?r ,2 Tahun 1989 tentang Sistem fendidikari 
N~~qnat (LembLil'lln Ne"ara Tabun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3090)~ 

4. ' Keputusan Presiden Nomor 57 Tabun 1995 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Permobonan Pewarganegaraan Republik lndonesia~ 

MEMUTUSKAN : 

KEPt,1TUSAN PRESIDEN TENTANG BUKTI KEWARGANEGA­
MAN REPUBLIK INDQNESIA. 

Pasal 1 

Isteri ' dan anak yang berusia dibawah delapl1l1 belas tahun dan seseorang 

\: 
I . 

" I 
,\ 
'j • 
: ," , . : 

I ~ , • 

\ 

.' 
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Keputusan Presiden RI 398 
'.' 

yang memperoleh kewarganegaraan Republ~k ,Indonesia ~elalui 
pewarganegnraan, langslmg ikut selta m~nJndl warga negnra 
Indonesia mengikuti kew<\fgancgaraan suruml ayahnya tersebut. 

Anak tennas~k anal< Iuar kawin yang bclurn berusia delapan belas WillS' ua""" 

wanita tidak bersuarni yang memperoleh kewarganegarann .' !, 
Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut .serta ~~i 
war~a ne~.tl~~i ~~r.~j~!!k l!~~hm~sia mengikuti kewarganegaraan lbunya. , , 

(1) 

Pasnl 3 

Pengadilan Negeri membubuhkan nama istri dan ~ak yang 1anJ1lIIIII " 
ikut serta mcnjadi warga negara Rcpublik Indonesia ter-sebut t3da ba1II.,: , 
aear~ Benp'l{Abilan sumpar, hsetilUttt sebagai warga negara oleb. -:' 
fi'\Vayall, atnu wanitll sebngaimanll dimaksud "dalfim rllSlli t liM Pad l, '. 

" " , , 

(2) Keputllsan ,,-Presiq,en mengenai pemberian kewarganegaraan dan 
aellra pcngaillbillin ,sumpah scbagailUnna dimnksud da!am 1)11 

nlsnji:\!-ii ~;~~. 'UlitUk ~Ilhmllhan penycksaian administrasi k 
dukan. 

Passl 4 
. 11. 

(I) Unt~ ,kePfllLingan te~t~lltu rang memerlukan bukti kewargancp1ll 
R~p~~hk ll'Iuuncsiu, bLed drui tl\nu aoak icbagaimana dimaksud 
PasaJ 1 dan Pasal 2, cukup mempergunakan Keputusan Presidcn IDCIft' ' 
nw pemberian kewarganegaraan suruniJayah alsu ibunya besaU ' 
aeara peng!l11lbilw) sJ,llTlpah ;sebagaimana dimaksud daJam Pasal ). 
Kart\! Tl\-'ld3 Pendtlctuk, atau KIU'tU KeJuarga, atau Akte Kela,hiru ,.. ' 
bersangkutan. , , ,.' .. 

. I 

(2) Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah mcmiliki Kartu Tau& '" 
Pen9uduk,atau Kartu Kelllarg~ atau Akte Kelalliran, pemenuhAn ~ :i 
tuhuJI pel'syuj'utan ulltuk kepenHngan tertentu ters~but eukup mcnti,p. ':I' 
nakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, stau Akte Ke~ .~i 
tersebut. ,;;J 

Pas,,' ~ 

Dcng,m berlakWlya ' Keputusan ' Presiden ini, maka segala pcnant ', i 
perundang~w!dangan yang untuk, kepentingan tertentu mempeny ___ :,: 
Sural BuktJ Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dinyalabll Wj, , 
berlaku lagi. ' , 

Paul 6 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tnnggaJ ditetapkan. 
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iFF 

Instruksi Preslden ru 

: 'd' " 1 'I berhku pada tanggal dikelunrkan. Instruksl Presl en IIll InU a , 

.Dikeluarhn ~H Jif~ili'W . 
pada tanggnl 28 Juli' 1998 
PRESlDEN REPUDLlK lNDONE&I,{. 

ttd. 

DACIIARUDDIN JUSUfi tiAi'HijJ~ 

INSTRUKSI PRESIDEN REI>UllLIK INDONESIA 

w~ ...... ..; 1, ',ll'l :\ s- n" T"U"'T 100Q 
f'luNIV ,,~~ ' J.J·",1 i~ +-¥<JO 

PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA, 
.. '/ ' 

p.lihwiU untllk leblh meningkriikull Pc:t"~J.'~~i,dtirt persMlt\a.l kedudukan di 
dalam hukwri drul pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan 
penghidupan, hak dan kewajiban warga liegara, dan perlindunganhak asasi 
man4~ia~ §P.i1R l~bih mcmp~rkGk.gh p!;rsatuan . dan kesatuan bangsa, 
diBfiHQang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksMfiMnya: . 

Pasal4 ayat (1), Pasal 27, Pasol 28, Pasal 29, Pasal 30,. Pasal 31 dan Pnsnl 33 
Undane-Undanl] Dasar 1945; 

MENGINSTRUI<SIKAN 

Kcpada ~:,~ ' .. 1. Para Mentcri; 

Untul< 

PERTAMA 

INPRES·RI 

. .. 

2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintall Non Departemen; 
' ,', 

.' \', f 

3. PAm Pilllpilll1li /(csukrclnrint!ln r .. ",mbngn Tertillggiffinggi Negar,,; 

4. Para Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dan BllpatilWalikotamadya 
Kepala Dacrah Tingkat II; 

McnghcntikJln pCllggllnnnn istilah pribumi dnn non priburni dalam St:lllll11 
penunusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun 
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintaItan. . 

7 

" 
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Instruksl Preside .. Rl 

KEDUA 

KETIGA 

KELIMA 

Mcmberikan perlakuan dan layanan yang sarna kep'~da seluruh. Wftfgtl 
negara Indonesia dalam ,penyelenggaraan layanan pemenntahan. 

' kerllli~yai"ilkntan dun pcmbai~su~n~,nl , dan mcnindakan pembe~nnn .dalam 
s~g~t~ Sit~nt~, ~il~it sertn tlli~.,1;nl t:~li~d~ Will'S~ negara Indonesia bruk atas 
(i;'$ar suku, agama, ras maupun asal-usul dahun p8h~ .. 18Ai"araan IflYlml!!1 
tersebut. 

. M~tllnjnu l<c:r.l~!lH [hilt ir~ : :tr~~ !mi~an selumh per~t~ pe:undang­
l~ndan.!:;~~, t~~m~~\l\l. program, dan ke.glcmm VilUg 8~lan~n 1m telah djtet~~kan 
Ulln dITru<:sanak'an. term~suk antnm lam dalam pcmbenan iU~lio\' 11i\ p~nl,m/lIl 
usaha, keuanganJperbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesCilrt: 
patnn kerja dan pencntllan gaji atnu penghasilan dan hak-hak pekerja lain!lYa, 
sesuai den~nn Instruksi Presidcn ini. 

p.~~ ~~h: rT'tcri, Pi,?p}nnn Lembn~a Pc:nerintalt Non b"tI .... 'femi$~ '¥ubemur 
Kepala Daerah Tmgkat .I. Bupatl/Wahkotamadya Kepllln Dnerah Tmg"'4r II 
melakukan pembinaan dalam sek-tor dan wilayah masing-masing terhadnp 
pclaksnnnan fnstruksi Presidcn ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat 
yan? mHw?,!t=nJJ1Flril!;nh l':etirillllJ tH"S dnsar pclizillnn yang dihcnkan n(;lS 

\'tjlsn!: kc;wenangan yang dimilikinyn. ' 

Menten Koordinator Bidang Polirik dan Kearnannn mcngkoordinlls\ 
p~laksan:nan i~sttr},ksi ,i;ni di kalrulgan para Menteri dan pejabat-pejabat 
'''''''''J'' , .n.,!.:. ,I. " .. I'; ,,! rloln I " k ' P . I .. 11:1:1,11, 1,- ~~IIr: t'i~-"'~ ., .. ·.m P ~ :fll.;~' r~SI( en IIU. 

Instrllksi PrcsidclI ini Il1ulai bcrlnkll scjnk tunggul dikeluarkan. 

Pikclunrkan di Jakarta 
pada trulSglll 16 September 1998 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESL.\, 

ttd. 

nACIIAltUDDIN JUSUF IIAIllBlE 

INI'RES·RJ 
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l~lIS 

Jt' . . ... .. ...... . .., . • 

dis~.r.'hkan ~pcnllhnya kepadn ferkllmpurlafl :rclani 
('cllla!.;ai Ai~ 

4. · Pcn~galiar. ~umbcr pendal~1Il unluk m.cnhiay~i 
uperasi dtn pcmeliharaan, Ifmahilitasi olItn pem­
.bangunalll.pr.L~ana iriga .... i Y1~ dikumpl~an. dike-

. luladan altetapkan pcnggunaamya oleh Pc!iJturnpulan 
Petani . Iltmakai Air yang h.:nangkutan (Mtalui pem­
bcrlak\.!l:n iuran pclayananaii: irigasi ~Ciira serenlak 
unluk s;6uruh jaringan ir~eiidi IndonesiCk. 

. 5: Penclan'ln kcbijaksanaat\.1 urnum tcnlang~l:elcslarian 
sumbcr·daya air dan pelcegahan alih fillngsi la.han 

. beririg~:5i. schingg~ kclerlanjutan jari~n iriga.si 
dapal ttl'fjaga. 

[nstruk~1i Presiden . init mula·i berlaku 1',-'11a langgal 
dikclu<'",kan. 

fJil.:.<!iuarkan di Jakar;l 
.pal'Manggal 26 April 199Y 

I>RES[Dl~'\REPUBLIK INDONESIA 
ltd. 

BACHf.JUJODIN JUSUF·P"':-\BIBIE 

INSTRUKSI PRESIDEN REI'UBLlK I;-.iDONESIA 
NO~fOR 4 TAIlUN 1999 

PRESIOEN REI'UBLlK INDONESIA • 

Menimhang a. hahwa untuk · lebih mcmperccpat terciplanya ( 
mcmpcrkokoh persatuan dan kcsatuan bangsa ~, 
rncningkatkan perwujudan persarnaan kcdudukar 
dalam hul:um dan pcmciintahan. pcrsamaan hak < 
pekerjaan dan penghid·upan. hak dan kcwajiban w<> 
ncgara, dan pcrlindungan hak asa<;i manusia, Pcmerir 
tdah mengcluarkan kebijakan mela!ui Kcputu 
Presiden Nomor56 Tahun 1996dan fnstruksi Presi( 
Nomor 26 Tahun 1998; 

:,!cngi r. ·~aI. 

Kepada · 

L'n,uk 

PERTAMA 

b. "ahwa agar kesinambungan kebijakan PClllcrir. 
lcrsebuldapal berlangsung lebih CrCklif dan lujua:l ~ 

segera daraf (cr,,·ujud, dipandang pcrlu mcngt'lua. ! 
Instruksi Presiden guna pc/aksanaannya; 

P~s ;;! i 4ayal (I), Pasal 27, Pasal n, Pasd 29, Pas;;.1 
Pas:ll 31 , dan Pasal 33 Und:!ng-Undang Da~ .. r 19~5 : 

MENGINSTRlJKSfKAN : 

! . Para Menleri~ 

Para Pimrimu. Lef!1baga Pemerintah :-':on D~pilrtt';-;-, 

~ Rara Pimpirrau Kesekrclarnlan Le!ilb~a T er: i :l .~ 

lli nggi NegalfR. 

..1 FfI"a Gub.!rnuT. ~ep~~!~1 Oacr«l: Tir.gb l 1 dan B::;. 
\,: .. likOlamad:- 3 Kc.pala ()~crah Tingb ! II.. 

3 . Mclaksanakan kctcnluan K~rUlu~an Presi(icn Nor' 
56 Tahun 1996 ten lang Bukti hc!warganc:g ;!r: 
Republik Indonesia dan Inslruksi PrC:5iden N0nlOI 

Tahun 199R dc!!1gan pcnuh !ang.;ung jaw;lb se ~ 

bidang tugas d;ln kewcr.angan rna,;i ng-lnaslng: y: 
antara lain menencukan : 

J: 
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2. 

KCPUiUSaHI !"residen · 'ihc:iI~n~i : (l~m~cri;lO , 
. kcwargaOlL~n da!, bcrilla acar.i pengarnhilan- . 
sumpah Il1Jnjadi das3l!' IUltuk kchutuhan . 
pcnyclCs::dOl administr3si Ibqlcndudubn: 

Untuk k«g:ntingan tene,." yang memert.lan 
bukti keW«J'"gancgaraan Rqublik Indonc:sia.iilri 
danlatau $uk cukup OlI:m~rgunak'an Ke(lUtlsun 
Presiden"ngenai pcm~an kew:irgane~n 
suami/ap,h atau ibu jup beserta bcrita acara 
pengaaiiilan sumpah~ ' atau Kartu Yanda 
·Pcndudsk. atau Kanu Kcluarga. atal! Akte 

Kelah~ yang bersangk4an; 

3. . Bagi waga negara ReputQk Indonesia y~telah 
memiIilii Kartu Tanda Bcnduduk. atau Kartu 
Kc\u,~.atau Akte M;lahiran • .pems.uhan 
kebutultan persyaratan unt* Icepentingan u-sebul 

.~ulw.<,:!"menggl,lnakan K~ Tanda Pendu.Wk. atau 
Kart~Keluarga, alaU A"te Kelahiran tea:bUI; . 

4. Dcilgan Iccluarnya Kepllusan Prcsiden·if.amor 56 
Tahl!)o 1996 tcrtangm:t1 9 luti 199~. semua 
peravurO\n perundanfgundangan ya~ unlui\ 
kepenti~an tencntu 'mnsyaratkan S~~ Bukti 
Kewart,megaraan Rc.~lik Indonesia (SHKRI). 
dinyatak:~ tidak bcrlakNtJagi; 

b. . Berdasarkan listruksi Presio~ Rcpublik Indcuesia 
Nomor 26 Tablll 1998. segcra rt\Ullinjau kem1>ali S4111a 
pet'aluran ya~ ~ela.raqg at."l1 (1l(".mbalaSi kurnlS Bahasa 
Mandarin. . 

Menteri Neg~Koordinator Biain!! rblitik dan K'camamm 
mengkoordinasibn ~:Iaksanaan ln~trttksi Presider·-i.ni dall 
melaporkan pe!<!.ksarraannya kep;:l'J.a Presiden. 

Instruksi Presiden ini mul8i berl3ku sejak la~galldikeluarkan .. 

Dikeluarkaa dli.fakarta 
pada tanggal HM:i 1999 

PRESUD£N REPUBLfRi: lNDONESIA 

ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

INSTIWKSI PRESIDEN REPUBLr K INDONESIA 
NOMOR5TAHUN 1999 

TENTANG 
LANGKAH-LANGKAII PEMANTAPAN DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUULlK INDONESIA 
DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR 

TlMUR 

Menirnbang 

Mengingat 

Kepatla. 

PRESlOEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa unlul;:mengamankan Pelaksanaan Perselujuan aotara 
Republik Indonesia dan Republik Portugal yangdisaksikan 
oleh Sekmans lenderar Perserikatan Bangsa-Bangsa 

. Mengena. Masalah Timor Timur. d;pandang perlu untuk 
mengambll langkah-langkah pemal1{apan dalam rangka 
pelaksarnaan persctujuan tersebut (fengan mengeluarkan 
Instruksi Presidc:n; . . 

Pasal4 ayal (I) Undang-Undang Dasar 1945: 

MEl"lGINSTRUKSIKAN: 

I. Mel'lteri Luar NCt'cri ; 

2. Mel'..teri Negara KClordinator B«tang Poli!ik d an 
Kearmnan: 

3. Mcnteri: Dalam N::g.::ri; 

.1:. Mcnleri Kehakiman: 

5_ Menteri Pertahanan Kcamanan/Panglima Tentara 
Nasional lndonesi:l: 

6. . Menteri SekLctaris Negara; 

7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia: 

8. Kcpala Badan Koordinasi Intelijen Negar:l. 
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